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KATA PENGANTAR

Rencana strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan yang

disusun oleh perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan

Daerah disusun atas dasar adanya perubahan kebijakan Nasional, Perubahan

RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2021-2023. Perubahan Renstra Badan

Pengelola Keuangan Daerah disusun untuk memberikan arah kebijakan dan

landasan strategi pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Sebagai sebuah

dokumen perencanaan perubahan renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah

wajib digunakan oleh semua unsur di Badan Pengelola Keuangan Daerah

sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di bidang

pengelolaan keuangan daerah.

Rencana strategis ini disusun dengan segala keterbatasan dan tentu

masih terdapat kekurangan. Masukan yang positif dari seluruh pihak

diharapkan sebagai upaya perbaikan lebih lanjut. Semoga Allah SWT senantiasa

membimbing kita dalam pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan

keuangan daerah.

Lumajang,     Pebruari 2022
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Sunyoto, SE, MM, MSA. Ak. CA
NIP. 19660709 199703 1 001
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Analisis situasi yang menyebabkan terjadinya perubahan RPJMD

Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023, adalah terjadinya pandemi Covid

19 yang berakibat pada meningkatnya permasalahan kesehatan,

penurunan kinerja perekonomian, meningkatnya permasalahan

kesejahteraan sosial terutama kemiskinan dan pengangguran, serta

ketertiban sosial; perlu adanya penyelarasan RPJMD dengan dokumen

perencanaan lainnya; perlu adanya penyelarasan RPJMD dengan

perubahan kebijakan. Untuk mendukung komitmen Bupati dan Wakil

Bupati yang termaktub dalam dokumen Perubahan RPJMD tersebut maka

Badan Pengelola Keuangan Daerah perlu menyusun Perubahan Rencana

Strategis (Renstra) terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun

2018-2023.

Dalam rangka pelaksanaan P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun

2018 – 2023 maka Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten

Lumajang sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki peranan yang sangat strategis

untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten

Lumajang, khususnya misi ke 3 (tiga) yaitu “Reformasi birokrasi  yang

efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan

pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) “.

Upaya pencapaian misi yang ke 3 (tiga) tersebut di harapkan dapat

mewujudkan tujuan di dalam RPJMD yaitu meningkatkan reformasi

birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran utama

meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai tindaklanjut atas pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten

Lumajang Tahun 2018 – 2023, maka BPKD Kabupaten Lumajang

menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang secara umum

berfungsi sebagai rujukan dalam menyusun Tujuan, Sasaran, Strategi,

Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan dan tolok ukur kinerja BPKD yang

hendak dicapai dalam periode tahun 2018-2023.
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusunan Perubahan

Renstra BPKD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 diharapkan

dapat digunakan sebagai pedoman serta arah dan kebijakan dalam

mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui pelaksanaan

Misi ke 3 (tiga) yaitu “Reformasi birokrasi  yang  efektif, profesional,

akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,

benar, dan bersih (good and clean governance) dengan tujuan

meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

dengan sasaran utama meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah

yang di jabarkan ke dalam 3 (tiga) Program dengan 15 (lima belas)

Kegiatan, dan 89 (delapan puluh sembilan) sub Kegiatan.

Dengan tersusunnya Perubahan Renstra BPKD Kabupaten Lumajang

Tahun 2018-2023, diharapkan dijadikan sebagai pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahunan  guna pencapaian

target kinerja yang terukur.

1.2 Landasan Hukum
Perubahan Renstra BPKD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023

disusun berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945

dengan landasan operasional peraturan perundang-undangan sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan;
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9. Permendagri Nomer 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah

kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai

Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di

Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 77 Tahun 2020 Tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Daerah  Kabupaten Lumajang Nomor  07  Tahun 2007

Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Lumajang.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Lumajang Tahun 2018 – 2023

18. Peraturan Daerah Nomer 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.
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1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola

Keuangan Daerah  Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

a. sebagai dokumen perencanaan untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsi BPKD Kabupaten Lumajang dalam rangka mewujudkan Visi dan

Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana tertuang di dalam

Perubahan RPJMD tahun 2018-2023

b. sebagai dokumen perencanaan untuk dijadikan pedoman dan landasan

bagi stakeholder di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang  dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan

untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang

pengelolaan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Badan

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang adalah :

a. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam

Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang secara nyata ke dalam

program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Lumajang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

b. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis

kinerja dengan output yang terukur.

c. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD

yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;

d. Landasan evaluasi dan penilaian atas capaian kinerja pengelolaan

keuangan daerah yang terukur, transparan, dan akuntabel;
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1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Lumajang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang.

1.2 Landasan hukum.

1.3 Maksud dan tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang

2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1    Identifikasi Permasalahan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil

Bupati.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
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5.1 Strategi.

5.2 Arah Kebijakan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN  DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang di bentuk

berdasarkan Peraturan Daerah  Nomor 15 tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat Daerah, yang selanjutnya  mengenai susunan organisasi dan

tata kerjanya di atur di dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten

Lumajang, dengan tugas pokok, fungsi, struktur organisasi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas Pokok
Sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah, Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Lumajang mempunyai

tugas pokok “Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan daerah“.

2.1.2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah;

b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang keuangan daerah;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan aset

daerah;

d. Pelaksanaan administrasi badan daerah di bidang keuangan aset daerah;

e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya

f. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupatiterkait dengan tugas

dan fungsinya

2.1.3. Struktur Organisasi
Struktur organisasi BPKD Kabupaten Lumajang sesuai dengan

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
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Susunan Organisasi, Urusan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, sebagai berikut  :

Gambar 1

Struktur Organisasi
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang

Adapun tugas kepala badan, sekretaris dan masing-masing bidang sebagai

berikut :

1) Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

keuangan daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Badan

menyelenggarakan fungsi :
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a. Perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan dan aset

daerah;

d. Pelaksanaan administrasi badan daerah di bidang keuangan dan aset

daerah;

e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

2) Sekretariat.
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program,

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan

pelayanan teknis administratip dan fungsional kepada semua unsur di

lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan pedoman dan

kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat, mempunya fungsi :

a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Badan yang

selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan

perundang-undangan;

c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan

hubungan masyarakat;

d. pengelolaan urusan rumah tangga;

e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan

karier pegawai;

f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;

g. penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendalian intern;

h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta

pelaksanaan keamanan Badan;

i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;

j. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
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k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas - tugas bidang;

l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;

m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan;

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Tugas dan  fungsi  Sub  Bagian yang berada di bawah Sekretariat, sebagai

berikut:

(1) Sub Bagian Penyusunan Program
a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan

Program;

b. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan

program;

c. Melaksakan pengolahan data program, kegiatan dan anggaran;

d. Melaksanakan penyusunan perencanaan program/ kegiatan Badan;

e. melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian

pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi

anggaran;

f. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja Rencana

Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat / IKM dan lain-lain;

g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan

perundang-undangan;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program /

kegiatan masing-masing bidang;

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Sub Bagian Keuangan :
a. Melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan;

b. Melaksanakan penatausahaan keuangan;

c. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan

dokumen keuangan;

d. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi

Anggaran, neraca dan lain-lain);

e. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil
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pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti

rugi ;

f. melakukan penyusunan laporan kegiatan sub bag keuangan;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;

b. melakukan administrasi kepegawaian;

c. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang

inventaris;

d. melakukan urusan rumahtangga, surat menyurat, pengarsipan, dan

keprotokolan;

e. melakukan urusan kebersihan, ketertiban, dan keamanan;

f. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan

rencana pemeliharaan barang unit;

g. melakukan penatausahaan barang milik daerah;

h. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;

i. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan

protokol;

j. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan

perundang undangan;

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Bidang Anggaran
Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan dan pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan, belanja,

serta pembiayaan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Anggaran,

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Anggaran;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang Anggaran;

c. Perumusan dan pengkoordinasian penyusunan Rancangan APBD dan
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Rancangan Perubahan APBD;

d. Pelaksanaaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi program kegiatan

bidang anggaran;

e. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada

Kepala Badan;

f. Pemberian sarandan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan

yang perlu diambil kepada Kepala Badan; dan;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas Sub Bidang yang berada di bawah Bidang Anggaran sebagai berikut

:

(1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan, mempunyai

tugas :

a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang

Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;

b. mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan

pembiayaan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan

Rancangan Perubahan APBD;

c. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah

Provinsi tentang anggaran dana transfer dan lain-lain pendapatan

daerah yang sah;

d. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan

tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Anggaran; dan

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Anggaran.

(2) Sub Bidang Anggaran Belanja, mempunyai tugas :

a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Anggaran

Belanja;

b. mengkoordinasikan penyusunan perhitungan rencana belanja

sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan

Rancangan Perubahan APBD;

c. menyusun Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja;
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d. melaksanakan rekonsiliasi dan pendataan gaji pegawai negeri sipil

sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan

Perubahan APBD;

e. melaksanakan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan

belanja tidak langsung lainnya;

f. melaksanakan rekonsiliasi dan pendataan penganggaran belanja

dana spesifik;

g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan

tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Anggaran; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Anggaran.

(3) Sub Bidang Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas:
a. Merumuskan dan menyusun rencanakerja Sub Bidang Penyusunan

Anggaran;

b. menyusun surat edaran tentang pedoman penyusunan rencana

kegiatan dan anggaran OPD;

c. melaksanakan koordinasi, konsolidasi dan pembinaan dalam

rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan

APBD;

d. melaksanakan publikasi APBD;

e. memberikan saran danpertimbangan mengenai langkah dan

tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Anggaran; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Anggaran

4) Bidang Perbendaharaan :
Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan dan pelaksanaan dibidang perbendaharaan. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang

Perbendaharaan;

c. Perencanaan dan pengendalian dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD;
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d. penyusunan dan pelaksanaan peraturan pelaksanaan dan pengendalian

APBD dan Perubahan APBD;

e. pelaksanaan tugas-tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah;

f. pelaksanaan bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah;

g. pelaksanaan monitoring pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

APBD;

h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;

i. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan

yang perlu diambil kepada Kepala Badan; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas Sub Bidang di bawah Bidang Perbendaharaan, sebagai berikut :

(1) Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan, mempunyai tugas :

a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang

Perbendaharaan Penerimaan;

b. melaksanakan penatausahaan penerimaan daerah;

c. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan daerah dengan bank persepsi;

d. meneliti kebenaran laporan Surat Pertanggung jawaban Fungsional

bendahara penerimaan;

e. melaksanakan pembinaan perbendaharaan penerimaan pada SKPD;

f. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan

tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Perbendaharaan;

dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perbendaharaan.

(2) Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran mempunyai tugas:

a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang

Perbendaharaan Pengeluaran;

b. meneliti kelengkapan surat perintah membayar dan menerbitkan

surat perintah pencairan dana;

c. melaksanakan pemindahbukuan berdasarkan permintaan pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas umum

daerah;

d. meneliti kebenaran laporan surat pertanggung –jawaban fungsional
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bendahara pengeluaran;

e. melaksanakan anggaran kas bendahara umum daerah;

f. melaksanakan penatusahaan surat penyediaan dana;

g. menerbitkan surat keterangan penghentian pembayaran;

h. melaksanakan penelitian kelengkapan dan pemutakhir-an daftar gaji

SKPD;

i. melaksanakan pembinaan perbendaharaan pengeluaran pada SKPD;

j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan

tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Perbendaharaan;

dan

k. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perbendaharaan.

(3) Sub Bidang Perbendaharaan Umum, mempunyai tugas:

a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang

Perbendaharaan Umum, melaksanakan penyimpanan uang daerah;

b. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola /

menatausahakan investasi daerah,

c. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran

Bendahara Umum Daerah;

d. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah Daerah;

e. melaksanakan rekonsiliasi pinjaman daerah;

f. melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah;

g. melaksanakan penagihan piutang daerah;

h. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah

dengan bank persepsi;

i. menyusun peraturan bupati tentang penetapan uang persediaan

satuan kerja perangkat daerah;

j. menyusun peraturan bupati tentang pemberian tunjangan uang

makan;

k. menyusun peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan APBD;

l. menyusun keputusan bupati tentang penetapan koordinator

pengelola keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah/

bendahara umum daerah, kuasa bendahara umum daerah, pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran/
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penerimaan, bendahara pengeluaran/ penerimaan pembantu,

pejabat pengurus barang dan penyimpan barang;

m. mengkoordinasikan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran

satuan kerja perangkat daerah dan dokumen pelaksanaan perubahan

anggaran SKPD;

n. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan

tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Perbendaharaan;

dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perbendaharaan.

5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan sistem

akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

b. penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah;

c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian pedoman dalam rangka

implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah

daerah dan badan layanan umum daerah;

e. pelaksanaan pengumpulan data laporan keuangan badan usaha milik

daerah dan ikhtisar laporan keuangan pemerintahan desa;

f. pelaksanaan penyusunanan alisis dan evaluasiatas kinerja keuangan

pemerintah daerah;

g. pendistribusian laporan keuangan pemerintah daerah;

h. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan

yang perlu diambil kepada Kepala Badan; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
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Tugas Sub Bidang yang berada di bawah Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan, sebagai berikut :

(1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah, mempunyai tugas:

a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pembinaan

dan Pengembangan Sistem Akuntansi PemerintahDaerah.

b. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pembinaan

dan Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

c. menyusun, mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan

akuntansi pemerintah daerah, bagan akun standar dan sistem

akuntansi pemerintah daerah;

d. membina dan memberikan pedoman dalam rangka implementasi

sistem akuntansi pemerintah daerah;

e. membina dan memberikan pedoman dalam rangka implementasi

sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan layanan umum

daerah;

f. memfasilitasi, membina dan memberikan pedoman dalam rangka

implementasi sistem akuntansi keuangan desa;

g. melaksanakan penyusunan analisis dan evaluasi atas kinerja

keuangan pemerintah daerah;

h. menyempurnakan dan mengembangkan sistem informasi keuangan

daerah;

i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan

tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Akuntansi dan

Pelaporan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Akuntansi dan Pelaporan.

(2) Sub Bidang Pengolahan Data Akuntansi, mempunyai tugas:

a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengolahan

Data Akuntansi;

b. menerima, memverifikasi, mengolah dan mendokumentasikan

seluruh dokumen sumber/ bukti transaksi realisasi anggaran

pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, belanja, dan pembiayaan;

c. menerima, memverifikasi, mengolahdan mendokumentasikan
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seluruh dokumen sumber/ bukti transaksi finansial meliputi

pendapatan laporan operasional, beban, aset, kewajiban, dan

ekuitas;

d. melaksanakan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan proses

pengolahan data transaksi akuntansi anggaran dan transaksi

akuntansi finansial;

e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan

tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Akuntansi danPelaporan Keuangan.

(3) Sub Bidang Pelaporan Keuangan, mempunyai tugas:

a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pelaporan

Keuangan.

b. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah;

c. melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

setiap bulan;

d. mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

e. menyusun laporan keuangan bulanan, tribulan, semester dan akhir

tahun;

f. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD berupa Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi laporan realisasi

anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; neraca; laporan

operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan

catatan atas laporan keuangan.

g. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pelaksanaan APBD;

h. mengevaluasi laporan keuangan SKPD dan Badan Layanan umum

Daerah;

i. mengkoordinasikan pengumpulan data laporan keuangan Badan

Usaha Milik Daerah;

j. mengkoordinasikan pengumpulan data dalam rangka penyusunan



Perubahan Renstra BPKD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 | 19

ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintahan Desa;

k. mendistribusikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan;

l. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan

tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan; dan

m. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan.

6) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan

barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan

Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan aset;

c. penyusunan rencana kebutuhan barang daerah;

d. pelaksanaan inventarisasi barang daerah;

e. pelaksanaan pemanfaatan dan pemindah tanganan barang daerah;

f. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan

yang perlu diambil kepada Kepala Badan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas Sub Bidang yang berada di bawah Bidang Pengelolaan Barang Milik

Daerah, sebagai berikut :

(1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan, mempunyai tugas:

a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Perencanaan

Kebutuhan;

b. menyusun standar satuan harga barang dan standar sarana

prasarana kerja pemerintahan daerah;

c. mengkoordinasikan penyusunan standar satuan harga barang dan

standar sarana prasarana kerja pemerintahan daerah;

d. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang milik

daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik

daerah dari SKPD;
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e. menyusun daftar kebutuhan barang milik daerah dari SKPD;

f. mengkoordinasikan laporan hasil pengadaan barang dari SKPD;

g. menyusun daftar hasil pengadaan barang milik daerah;

h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bidang

Perencanaan Kebutuhan;

i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan

tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Pengelolaan

Barang Milik Daerah; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

b. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(2) Sub Bidang Penatausahaan Barang, mempunyai tugas:

b. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang

Penatausahaan Barang;

c. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang

Penatausahaan Barang;

d. mengumpulkan dan entry data laporan barang pengguna semesteran

dan laporan barang pengguna tahunan dan 5 (lima) tahunan dari

SKPD;

e. menyusun Laporan Barang Milik Daerah pada akhir tahun sebagai

bahan penyusunan Neraca;

f. menyimpan dan menghimpun bukti kepemilikan barang milik

daerah;

g. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan pengurus barang

SKPD;

h. melaksanakan sensus barangDaerah;

i. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bidang

Penatausahaan Barang;

j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan

tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Pengelolaan

Barang Milik Daerah; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(4) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, mempunyai

tugas:
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a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pemanfaatan

dan Pemindah tanganan Barang Daerah;

b. meneliti dan memproses rencana pinjam pakai, atau kerja sama,

pemanfaatan, bangunan guna serah atau bangun serah guna, dan

kerjasama prasarana infrastruktur barang milik daerah yang tidak

berada dalam penguasaan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna/

SKPD;

c. meneliti dan memproses rencana penjualan dan tukar

menukar, hibah serta penyertaan modal barang berupa tanah,

dan/atau bangunan milik daerah;

d. meneliti dan memproses rencana penjualan dan tukar menukar,

hibah serta penyertaan modal barang milik daerah selain tanah,

dan/atau bangunan yang tidak berada dalam penguasaaan pengguna

dan/atau kuasa pengguna SKPD;

e. menyusun dan merumuskan draf Surat Keputusan Penghapusan

Barang Daerah;

f. meneliti usulan pemanfaatan maupun pemindahtangan barang

selain tanah dan bangunan dari SKPD;

g. memberikan saran dan pertimbangan terhadap permasalahan

yang menyangkut kerugian daerah;

h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja pemanfaatan dan

pemindah tanganan barang daerah;

i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan

tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Pengelolaan

Barang Milik Daerah; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.2. Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang

Untuk mencapai tujuan organisasi, BPKD Kabupaten Lumajang

memanfaatkan berbagai sumber daya meliputi sumber daya manusia,

mesin dan peralatan, teknologi informasi sebagai berikut :
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1) Sumber daya manusia.

Sumber daya manusia atau pegawai yang ada di Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang secara keseluruhan sebanyak  63

orang terdiri dari PNS sebanyak 31 orang dan Tenaga Upah Bulanan (Non

PNS) sebanyak 32 orang, dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Menurut Tingkat Pendidikan dan status kepegawaian :

Jenjang

Pendidikan

PNS Non PNS Total

L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah

Pasca Sarjana 1 1 2 0 0 0 1 1 2

Sarjana (S1) 9 8 17 6 12 18 15 20 35

Akademi / D3 2 1 3 2 2 4 4 3 7

SLTA 7 1 8 10 0 10 17 1 18

SLTP 1 0 1 0 0 0 1 0 1

Jumlah 20 11 31 org 18 14 32 38 25 63

b. Menurut Pendidikan Penjenjangan :

Jenjang Diklat Jumlah Laki Perempuan

1. Diklat Pim II

2. Diklat Pim III

3. Diklat Pim IV

-

2 orang

11 orang

-

2

8

-

0

3

Jumlah 13 orang 10 3

c. Menurut Golongan

Golongan Jumlah Laki Perempuan

1. Golongan IV/b

2. Golongan IV/a

1 orang

3 orang

1

2

0

1
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Golongan Jumlah Laki Perempuan

3. Golongan III/d

4. Golongan III/c

5. Golongan III/b

6. Golongan III/a

7. Golongan II/d

8. Golongan II/c

9. Golongan II/b

10. Golongan II/a

8 orang

8 orang

2 orang

3 orang

3 orang

2 orang

1 orang

0

5

5

0

1

3

2

1

0

3

3

2

2

0

0

0

0

Jumlah 31 orang 20 11

2) Sarana dan Prasarana

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang memiliki

sarana dan prasarana antara lain bangunan fisik berupa gedung yang

bertempat di Jalan Alun Alun Utara No. 7 Lumajang.

No Jenis Barang Jumlah (unit)

1 Kendaraan roda empat 3 Unit

2 Kendaraan roda dua 25 Unit

3 Komputer PC 50 Unit

4 Note Book 20 Unit

5 UPS 60 Unit

6 Server 6 Unit

7 Printer 43 Unit

8 Scanner 9 Unit

9 Air Conditioning 22 Unit

10 Pesawat Telepon 3 Unit

11 LCD Proyektor 3 Unit

12 Televisi 3 Unit
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3) Teknologi Infomasi.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam

melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah telah memanfaatkan

teknologi informasi sebagai berikut :

a. Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) Anggaran merupakan

aplikasi yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah sekaligus penyusunan APBD.

b. Sistem Infomasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan

aplikasi yang digunakan untuk penatausahaan keuangan daerah dan

sistem pelaporan keuangan daerah, karena SIPD untuk penatausahaan

dan pelaporan belum optimal.

c. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada) merupakan

aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan barang milik

daerah.

d. Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (SIP-BOS)

merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelolaan keuangan

Dana BOS pada lembaga sekolah SD/SMP Negeri di Kabupaten

Lumajang.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi

penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa

pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan

keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan

pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan

keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian

pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan

Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman

penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan

aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi

keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Lumajang mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku.
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Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan diukur berdasarkan

sasaran/target Renstra BPKD periode sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari

tabel T-C-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2014-

2018, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang selama kurun waktu

lima tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Keberhasilan

pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan

sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi

kualitas maupun kuantitas.

Pencapaian kinerja BPKD Kabupaten Lumajang periode sebelumnya

meliputi  di ukur dari beberapa indikator sebagai berikut :

a. Laporan Keuangan Tersusun Tepat Waktu.

b. APBD ditetapkan tepat waktu.

c. Persentase Peningkatan PAD.

d. Persentase SKPD yang sudah baik manajemen asetnya.

e. Persentase OPD yang melaksanakan penyusunan RKA sesuai ketentuan.

f. Persentase OPD dengan penyerapan anggaran minimal 90%.

g. Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan dengan Standar

Aakuntansi Pemerintahan (SAP).

h. Persentase Laporan Barang Milik Daerah OPD sesuai ketentuan.

i. Persentase Aset tetap Tanah yang bersertifikat.

j. Persentase Pemanfaatan Aset Tetap Tanah dan Bangunan.

Sedangkan untuk periode tahun 2019 – 2023, tolok ukur kinerja

Pelayanan BPKD Kabupaten Lumajang adalah meningkatnya kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dengan indikator kualitas

Opini BPK R.I terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

dengan kategori Perlu Perbaikan. Untuk terealisasinya indikator tersebut

telah ditetapkan sasaran sebagai berikut :

a. Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD

b. Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda Perubahan APBD;

c. Persentase ketepatan waktu penyampaian LKPD ke BPK RI; dan
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d. Persentase ketepatan waktu penyampaian Perda Pertanggungjawaban

APBD.
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Tabel T-C 23:
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2014-2018

No
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targe
t

NSPK
Targe
t IKK

Target
Indikat

or
Lainny

a

Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian padaTahun ke

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1

Laporan
Keuangan
Tersusun Tepat
Waktu

100
%

100
%

100
% - - 100

%
100
%

100
% - - 1.00 1.00 1.00 - -

2
APBD
ditetapkan
tepat waktu

100
%

100
%

100
% - - 100

%
100
%

100
% - - 1.00 1.00 1.00 - -

3
Persentase
Peningkatan
PAD

80
%

12
%

15
% - -

72.
66
%

9.54
%

13.
89
%

- - 0.91 0.80 0.93 - -

4

Persentase
SKPD yang
sudah baik
manajemen
asetnya

95
%

97
%

98
% - - 93

% 95% 97
% - - 0.98 0.98 0.99 - -

5

Persentase
OPD yang
melaksanakan
penyusunan
RKA sesuai
ketentuan

- - - 100
%

100
% - - - 100

%
100

% - - - 1.00 1.00
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No
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targe
t

NSPK
Targe
t IKK

Target
Indikat

or
Lainny

a

Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian padaTahun ke

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

6

Persentase
OPD dengan
penyerapan
anggaran
minimal 90%

- - - 90
%

90
% - - - 62

%
57
% - - - 69% 63%

7

Persentase
OPD yang
menyusun
Laporan
Keuangan
dengan SAP

- - - 95
%

100
% - - - 90

%
95
% - - - 95% 95%

8

Persentase
Laporan BMD
OPD sesuai
ketentuan

- - - 26
%

28
% - - - 26

%
26
% - - - 100% 93%

9

Persentase Aset
tetap Tanah
yang
bersertifikat

- - - 41
%

43
% - - - 43

%
32
% - - - 105% 74%

10
Persentase
Pemanfaatan
Aset Tetap

- - - 88
%

88
% - - - 90

%
83
% - - - 102% 94%
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No
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targe
t

NSPK
Targe
t IKK

Target
Indikat

or
Lainny

a

Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian padaTahun ke

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Tanah dan
Bangunan

Perubahan Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023

TUJUAN DAN SASARAN FORMULA INDIKATOR SATU
AN

TAHUN
DASAR
2018

TARGET TAHUN KET

TUJUAN INDIKATOR SASARAN 2019 2020 2021 2022 2023

Meningka
tnya
kualitas
Laporan
Keungan
Pemerint
ah
Daerah

1. Opini
BPK

2. Indeks
Pengelo
laan
Keuang
an
Daerah

Mempertaha
nkan
ketertiban
administrasi
pengelolaan
keuangan
daerah

%
ketepatan

waktu
Penyampaia
n Raperda

APBD

=

Jumlah
waktu Riil

Penyusunan
Raperda
APBD

X
100%

% N/A
100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

Bidang
Anggaran

Jumlah
Waktu
Normal

Penyusunan
Raperda
APBD
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TUJUAN DAN SASARAN FORMULA INDIKATOR SATU
AN

TAHUN
DASAR
2018

TARGET TAHUN KET

TUJUAN INDIKATOR SASARAN 2019 2020 2021 2022 2023

* Jumlah waktu Normal
Penyusunan Raperda APBD 2 (dua)
bulan ( awal Agustus s/d Awal
Oktober)= 62 hari

*Nilai > 100 % = Melebihi  waktu
normal,penyusunan
Raperda APBD Tidak
Tepat Waktu.)

*Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama
dengan waktu normal,
penyusunan Raperda
APBD Tepat Waktu.

%
ketepatan

waktu
Penyampaia
n Raperda
P-APBD

=

Jumlah
waktu Riil

Penyusunan
Raperda

Perubahan
APBD

X
100%

% N/A
100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

Bidang
Anggaran

Jumlah
Waktu
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TUJUAN DAN SASARAN FORMULA INDIKATOR SATU
AN

TAHUN
DASAR
2018

TARGET TAHUN KET

TUJUAN INDIKATOR SASARAN 2019 2020 2021 2022 2023
Normal

Penyusunan
Raperda

Perubahan
APBD

* Jumlah Waktu Normal
Penyusunan Raperda P- APBD 1
bulan (awal minggu ke 2 agustus
s/d minggu ke 2 oktober) =  31
hari

*Nilai > 100 % = Melebihi  waktu
normal, penyusunan
Raperda P-APBD Tidak
Tepat Waktu.)

*Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama
dengan waktu normal,
penyusunan Raperda P-
APBD Tepat Waktu
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TUJUAN DAN SASARAN FORMULA INDIKATOR SATU
AN

TAHUN
DASAR
2018

TARGET TAHUN KET

TUJUAN INDIKATOR SASARAN 2019 2020 2021 2022 2023

%
ketepatan

waktu
Penyampai
an LKPD ke

BPK R.I

=

Jumlah
waktu riil

penyampaian
LKPD X

100%
% N/A

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

1. Bidang
Akuntansi

2. Bidang
Perbenda-
haraan

3. Bidang
Pengelolaa
n Barang
Milik
Daerah

4. Sekretariat

Jumlah
waktu normal
penyampaian

LKPD

* Jumlah waktu normal
penyampaian LKPD 3 bulan setelah
tahun anggaran berakhir (s/d 31
Maret) = 90 hari

*Nilai > 100 % = Melebihi waktu
normal, penyampaian
LKPD Tidak Tepat Waktu

*Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama
dengan waktu normal
penyampaian LKPD Tepat
Waktu
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TUJUAN DAN SASARAN FORMULA INDIKATOR SATU
AN

TAHUN
DASAR
2018

TARGET TAHUN KET

TUJUAN INDIKATOR SASARAN 2019 2020 2021 2022 2023

%
ketepatan

waktu
penyampaia
n Raperda
Pertanggun
gjawaban

APBD

=

Jumlah
waktu riil

penyusunan
Raperda

pertanggungj
awaban
APBD X

100%
% N/A

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

Bidang
Akuntansi

Jumlah
waktu normal
penyusunan

Raperda
pertanggungj

awaban
APBD

*Jumlah waktu normal penyusunan
Raperda Pertanggungjawaban APBD
adalah 6 bulan setelah tahun
anggaran berakhir (180 hari)

*Nilai > 100 % = Melebihi dari
waktu normal
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TUJUAN DAN SASARAN FORMULA INDIKATOR SATU
AN

TAHUN
DASAR
2018

TARGET TAHUN KET

TUJUAN INDIKATOR SASARAN 2019 2020 2021 2022 2023
penyusunan Raperda
Pertanggungjawaban
APBD Tidak Tepat Waktu

*Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama
dengan  waktu normal
penyusunan Raperda
Pertanggungjawaban
APBD Tepat Waktu
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Pencapaian kinerja pelayanan BPKD Kabupaten Lumajang selama

periode 2014-2018 sebagaimana ditunjukan pada TC-23 diatas tidak

terlepas dari berbagai permasalahan internal dan eksternal yang akan

terus dilakukan evaluasi dan koreksi untuk capaian kinerja pelayanan

yang lebih baik pada periode 5 (lima) tahun ke depan. Beberapa

permasalahan tersebut antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik kuantitas maupun

kualitas, sedangkan tuntutan profesionalitas terhadap pengelolaan

keuangan daerah semakin kuat.;

2. Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah masih belum

sepenuhnya terintegrasi dengan sistem informasi pendukung yang

tersebar di beberapa OPD lain, seperti Bappeda dan Badan Pajak dan

Retribusi Daerah.

3. Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah  belum tertib

mengakibatkan validitas data barang milik daerah masih lemah.

4. Regulasi dana transfer dari pemerintah pusat semakin ketat,

kelambatan  OPD dalam merespon dan menindaklanjuti ketentuan

dana transfer berdampak pada potensi tidak maksimalnya

penyerapan pendapatan transfer.

5. Masih lemahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

6. Penerapan transaksi non tunai belum sepenuhnya diterapkan dalam

pelaksanaan APBD.

Beberapa permasalahan tersebut di atas menjadi bahan evaluasi untuk

perbaikan capaian kinerja pelayanan dalam pengelolaan keuangan

daerah di masa yang akan datang.
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Tabel T-C 24:
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan

Anggaran pada Tahun ke-
Rata-Rata

Pertumbuhan

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Angg
aran

Realis
asi

PROGRAM
PELAYA-
NAN
ADMINIST
RASI
PERKAN-
TORAN

2,864,10
9,300.46

3,265,
843,6

65

4,336,
877,5

75

3,262,
695,1

25

3,721,
970,4

50

2,801,8
80,180.

00

3,005,
540,6

90

3,920,
354,9

36

3,068,
343,7

64

3,374,
755,6

26

0.98 0.92 0.90 0.94 0.91 0.09 0.06

PROGRAM
PENINGKA
TAN
SARANA &
PRASA-
RANA
APARATUR

1,421,3
63,450.

00

1,333,
117,5

00

2,597,
955,0

00

907,5
15,65

0

1,525,
995,0

00

1,367,7
28,092.

00

1,236,
989,6

76

2,274,
286,4

69

815,2
96,07

5

1,177,
288,7

29

0.96 0.93 0.88 0.90 0.77 0.23 0.14

PROGRAM
PENINGKA
TAN
DISIPLIN
APARATUR

77,000,
000.00

101,4
00,00

0

83,50
0,000

41,25
0,000

- 75,425,
000.00

101,4
00,00

0

82,97
3,000

41,00
2,500

-
0.98 1.00 0.99 0.99 0.00 -

0.12
-0.56

PROGRAM
PENINGKA
TAN
KAPASI-
TAS
SUMBER
DAYA

149,45
5,500.0

0

154,5
00,00

0

373,0
27,50

0

180,4
95,00

0

- 137,48
8,990.0

0

129,9
09,52

0

363,8
35,88

3

170,4
04,59

7

-
0.92 0.84 0.98 0.94 0.00 0.31 -0.03
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Uraian
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan

Anggaran pada Tahun ke-
Rata-Rata

Pertumbuhan

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Angg
aran

Realis
asi

APARA
TUR

PROGRAM
PENINGKA
TAN
PENGEMB
ANGAN
SISTEM
PELAPORA
N
CAPAIAN
KINERJA
DAN
KEUANGA
N

25,590,
500.00

18,83
3,000

15,40
3,000

17,72
9,500

44,89
3,850

24,589,
700.00

17,42
4,500

14,18
9,225

17,01
4,300

44,26
3,000

0.96 0.93 0.92 0.96 0.99 0.31 0.33

PROGRAM
PENINGKA
TAN DAN
PENGEM-
BANGAN
PENGELO
LAAN
KEUANGA
N DAERAH

7,582,65
7,768.00

8,483,
161,5

15

11,537
,034,4

25

5,179,
917,1

25

- 5,749,9
69,250.

00

6,996,
218,9

22

9,780,
701,1

99

4,499,
393,1

09

-
0.76 0.82 0.85 0.87 0.00 -

0.02
-0.40

PROGRAM
PENINGKA
TAN DAN
PENGEM

868,09
1,000.0

0

730,8
35,00

0

962,2
79,40

0

1,057,
939,0

00

- 655,77
7,750.0

0

552,2
26,10

0

857,6
32,95

0

908,9
65,50

0

-
0.76 0.76 0.89 0.86 0.00 0.09 -0.19
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Uraian
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan

Anggaran pada Tahun ke-
Rata-Rata

Pertumbuhan

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Angg
aran

Realis
asi

BANGAN
PENGELO
LAAN
BARANG
DAERAH
PROGRAM
PEMBINAA
N DAN
FASILITAS
I
PENGELO
LAAN
KEUANGA
N DESA

- - - 250,0
00,00

0

- - - - 247,3
45,00

0

-
0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 1.00 1.00

PROGRAM
PENINGKA
TAN DAN
PENGEM-
BANGAN
PENYUSU
NAN
PERENCA
NAAN
ANGGARA
N
PEMERINT
AH
DAERAH

- - - - 2,219,
545,0

00

- - - - 1,843,
546,4

65

0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 1.00 1.00
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Uraian
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan

Anggaran pada Tahun ke-
Rata-Rata

Pertumbuhan

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Angg
aran

Realis
asi

PROGRAM
PENINGKA
TAN DAN
PENGEM-
BANGAN
PELAKSAN
AAN
PENATAUS
AHAAN
KEUANGA
N
PEMERINT
AH
DAERAH

- - - - 961,1
52,40

0

- - - - 802,9
00,97

8

0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 1.00 1.00

PROGRAM
PENINGKA
TAN DAN
PENGEM-
BANGAN
PELAKSAN
AAN
SISTEM
DAN
PELAPORA
N
KEUANGA
N
PEMERINT

- - - - 1,788,
232,6

00

- - - - 1,293,
416,6

40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 1.00 1.00
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Uraian
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan

Anggaran pada Tahun ke-
Rata-Rata

Pertumbuhan

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Angg
aran

Realis
asi

AH
DAERAH

PROGRAM
PENINGKA
TAN DAN
PENGEM-
BANGAN
PELAKSAN
AAN
PENATAUS
AHAAN
BARANG
MILIK
DAERAH

- - - - 1,229,
858,0

00

- - - - 845,8
11,83

0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 1.00 1.00

PROGRAM
FASILITAS
I
PENGELO
LAAN
KEUANGA
N DAERAH

- - - - 765,9
10,00

0

- - - - 758,7
79,50

0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 1.00 1.00
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Kendala yang di hadapi oleh BPKD Kabupaten Lumajang dalam

mewujudkan capaian kinerja program dan kegiatan selama periode 2014-

2018 sebagaimana ditunjukan pada TC-24, antara lain :

1. Jumlah SDM terbatas sedangkan beban kerja yang berkaitan dengan

pelaksanaan program/kegiatan sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan

pelaksanaan program/kegiatan menjadi kurang optimal. Namun

demikian hal tersebut di atasi dengan membentuk Tim yang melibatkan

dari unsur OPD lain sehingga kekurangan jumlah SDM bisa di atasi.

2. Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan

kegiatan membuat pelaksana program menjadi sangat hati-hati agar

tidak terjadi kesalahan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan

program/kegiatan menjadi sedikit lambat dalam melaksanakannya

dikerenakan unsur kehati-hatian.

3. Ketidakcermatan dalam menyusun anggaran mengakibatkan terjadinya

salah penganggaran sehingga program/kegiatan tidak dapat segera

dilaksanakan dan  anggaran belum bisa diserap. Kondisi ini baru dapat

di atasi pada saat Perubahan APBD, namun demikian pelaksanaan

program dan penyerapan anggarannya menjadi kurang optimal.

2.4Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKD Kabupaten
Lumajang

Gambaran mengenai kondisi lingkungan internal dan eksternal BPKD

Kabupaten Lumajang yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja

pelayanan disajikan pada Analisis SWOT berikut.

1)Strenght (Kekuatan)
Lingkungan internal yang menjadi kekuatan BPKD Kabupaten

Lumajang dalam mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Adanya komitmen yang kuat dari Kepala Badan, Sekretaris, dan Kepala

Bidang serta seluruh staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

organisasi  yang di tandai dengan adanya perjanjian kinerja.

b. Sebagian besar SDM berpendidikan memadai (S1 dan S2).

c. Tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk melaksanakan

tugas pokok dan fungsi BPKD.
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d. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung

terlaksananya tugas pokok dan fungsi.

e. BPKD memiliki peranan yang sangat strategis sebagai Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Pengelola Barang

Milik Daerah. Posisi ini tidak di miliki oleh OPD lainnya.

f. Pengelolaan keuangan telah di dukung dengan pemanfaatan teknologi

informasi yang memadai.

g. Sistem Informai Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkaitan dengan

pengeluaran telah terintegrasi dengan Bank Jatim.

h. Telah tersedia sistem dan prosedur yang jelas sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2)Weakness (Kelemahan)
Lingkungan internal yang menjadi kelemahan BPKD Kabupaten

Lumajang yang menjadi faktor penghambat  dalam pencapaian kinerja

sebagai berikut :

a. Jumlah SDM terbatas dan tidak berimbang dengan jumlah beban kerja

yang  tinggi, sedangkan beberapa posisi jabatan struktural masih

kosong.

b. Terbatasnya SDM yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan

dan akuntansi serta rendahnya tingkat kemauan pegawai untuk

meningkatkan keahlian, kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah.

c. Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) belum

optimal

SIPD hanya bisa digunakan untuk perencanaan dan penganggaran

saja.

Penatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum

siap. Dengan resiko :

 Menghambat pelayanan pencairan dana dalam pelaksanaan APBD

 Menghambat transaparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah.

d. Pengamanan Aset Daerah khususnya tanah masih belum optimal.
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3)Opportunity (Peluang)
Faktor eksternal yang menjadi peluang yang masih bisa di raih dan

dikembangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang

pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

a. Kebijakan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat sangat membantu

di dalam sumber pendanaan di dalam penyusunan APBD.

b. Komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder telah berjalan

dengan baik.

c. Pengalaman memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK R.I

selama 4 (empat) kali mendorong untuk semakin meningkatkan kualitas

pengelolaan keuangan daerah.

d. Sistem Informasi dan Teknologi Informasi yang ada masih terbuka untuk

bisa dikembangkan guna mendukung terlaksananya tugas pokok dan

fungsi organisasi.

e. Komitmen pimpinan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan

keuangan daerah secara tertib, transaparan dan akuntabel.

f. Terbuka kesempatan untuk pengembangan SDM melalui diklat / bimtek

yang diselenggarakan oleh Instansi / lembaga pemerintah pusat dan

propinsi.

4)Treath (Ancaman)
Faktor eksternal yang menjadi menghambat pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi antara lain :

a. Perubahan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara

/ daerah menuntut adanya kesiapan untuk dapat menyesuaikan diri

dengan perubahan regulasi.

b. Adanya tuntutan yang sangat kuat dari masayarakat untuk

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan transparan dan

akuntabel.

c. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan

daerah oleh BPK R.I dan aparat pemeriksa lainnya semakin ketat.

d. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut adanya

kemampuan untuk dapat cepat beradaptasi dengan perubahan

teknologi.
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e. Kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat yang semakin ketat

berpotensi mengganggu sumber pendanaan di dalam APBD.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan.

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) merupakan organisasi

perangkat daerah yang mempunyai fungsi melaksanakan pengelolaan

keuangan daerah, yaitu keseluruhan  kegiatan  yang meliputi perencanaan

dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan

pertanggungjawaan keuangan daerah. BPKD sebagai Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah disamping sebagai perangkat daerah pada

pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang daerah,

juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

BPKD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah

berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib,

taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,

transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan,

kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk mewujudkan

pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi azas umum pengelolaan

keuangan daerah, BPKD memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada

baik sumber daya manusia, sumber dana, mesin dan peralatan, tekhnologi

informasi dan berbagai regulasi sebagai landasan hukum pelaksanannya.

Pemanfatan berbagai sumber daya tersebut di harapkan BPKD dapat

melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan

keuangan daerah; penyusunan rancangan APBD dan perubahannya;

melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; melakukan pengelolaan

dan penatausahaan barang milik daerah serta menyusun laporan

keuangan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah,

BPKD Kabupaten Lumajang di hadapakan pada  isu-isu permasalahan

sebagai berikut :
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1. Penyesuaian Kebijakan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan

implementasi kebijakannya sebagai dampak dari perubahan peraturan

dasar di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sehingga mengakibatkan:

a. Pemahaman stekholder terkait di bidang pengelolaan keuangan

belum memadai dengan diundangkannya peraturan dibidang

pengelolaan keuangan. Adapun perubahan mendasar peraturan

dimaksud adalah sebagai berikut: Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan keuangan daerah, Peraturan

Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan

Regional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomeklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang pedoman teknis pengelolaan

keuangan daerah.

b. Diperlukannya penyesuaian peraturan kepala daerah dibidang

pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman teknis sebagaimana

didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi

2. Belum optimalnya Implementasi Sistem Informasi Penyusunan APBD

a. Pemahaman Pengguna dalam operasional SIPD masih kurang

memadai

b. SIPD Kementrian dalam Negeri belum terintegrasi dengan SIPKD

efinance

3. Belum optimalnya SIPD hanya bisa digunakan untuk perencanaan dan

penganggaran saja.

a. Penatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban

belum siap

b. Keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya pemahaman dan

koordinasi dalam menggunakan SIPD sebagai dasar penyusunan,

penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.

c. Perubahan regulasi yang mengakibatkan berubahnya kebijakan

akuntansi, bagan akun standart dan standart akuntansi

pemerintahan dalam pemerintah daerah yang masih belum diubah

4. Pelaksanaan Kegiatan Belum Sesuai Dengan Jadwal Yang Direncanakan

Dan Cenderung Menumpuk Diakhir Tahun Anggaran, dikarenakan :
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a. Pejabat Pengelola Keuangan SKPD belum tertib dalam melaksanakan

program dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan

b. Lambatnya pemenuhan persyaratan salur dana transfer

c. Implementasi Penatausahaan BUD pada sistem informasi belum

optimal

5. Pengelolaan Barang Milik Daerah kurang tertib, disebabkan

a. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Kurang Tertib

b. Penatausahaan Barang Milik Daerah Kurang Tertib

c. Pemanfaatan dan Pemindahtangan Kurang Tertib

Penetapan Isu Badan Pengelola Keuangan Daerah

Penetapan Isu PD (T-B.35)

Masalah pokok Masalah Akar Masalah

Belum Optimalnya

penyelenggaraan

reformasi birokrasi

dan kapasitas

Aparatur Daerah

Penilaian BPK

terkait kinerja

keuangan dan

aset daerah

masih kurang

Penyesuaian Kebijakan di Bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan
implementasinya

Belum optimalnya Implementasi
Sistem Informasi Penyusunan APBD

Belum optimalnya Implementasi
Sistem Informasi Pemerintah
Daerah (SIPD)

Belum optimalnya tertib
penatausahaan keuangan daerah

Kurang optimalnya Pengelolaan
Barang Milik Daerah

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TEPILIH

Memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaiama

tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 dikaitkan dengan tugas

pokok dan fungsi BPKD Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :
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Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA

SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT.

Misi 3 : Reformasi birokrasi  yang  efektif, profesional, akuntabel , dan

transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,

benar, dan bersih (good and clean governance).

Tujuan1 : Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan

kapasitas aparatur daerah.

Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran diatas arah kebijakan

pembangunan Kabupaten Lumajang yang dituangkan dalam Perubahan

Renstra BPKD dengan tujuan Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah dengan sasaran mempertahankan ketertiban

administrasi pengelolaan keuangan daerah

Upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di hadapkan pada

beberapa permasalahan sehingga perlu diidentifikasi faktor-faktor yang

menjadi penghambat maupun faktor-faktor sebagai pendorong sehingga

pencapaian tujuan dan sasaran dapat mendukung pencapaian visi dan

misi kepala daerah.

Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Lumajang terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati

dan Wakil Bupati.

No

Tujuan Dan
Program Badan

Pengelola
Keuangan

Daerah

Permasala
han

Pelayanan

Faktor

Penghambat Pendorong

1 2 3 4 5
Tujuan : Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
Program Prioritas : Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang
Milik DaerahKegiatan :
1. Koordinasi dan

penyusunan
Anggaran
Daerah

- - -
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2. Koordinasi dan
pengelolaan
perbendaharaan
daerah

Implementa
si SIPD
penatausah
aan belum
optimal

- SDM kurang optimal
- Aplikasi SIPD
penatausahaan
belum maksimal

- Aplikasi SIPD
penatausahaan
belum terintegrasi
dgn Bank

- terkait
- Jaringan SIPD sering
eror

- pelatihan
untuk
meningkatkan
kapasitas
SDM

- Koordinasi
terkait
penyempurna
an SIPD
penatausahaa
n dengan
Kementrian
Dalam Negeri

3. Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

Penatausah
aan Barang
Milik
Daerah
Belum
Tertib

- Kapasitas SDM
- Implementasi E-
simbada belum
optimal

Tersedia
anggaran
untuk
peningkatan
kapasitas SDM
dan
mengoptimalka
n pemanfaatan
eSimbada

4.Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan
Daerah

Kualitas
Laporan
Keuangan
SKPD dan
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
belum
memadai

- Kapasitas SDM
penyusun LKPD.

- Sistem pelaporan
dalam SIPD belum
dilaksanakan secara
optimal

- Telah tersedia
anggaran
untuk
peningkatan
kapasitas
SDM
- Telah
direncanakan
komunikasi
dan
koordinasi
dengan
Kemetrian
Dalam Negeri
secara
insentif
berkaitan
dengan
Sistem
Pelaporan
dalam SIPD
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3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Keselarasan arah pembangunan antara pemerintah pusat,

pemerintah propinsi dan pemerintah kabupeten/kota menjadi sebuah

keharusan, dan hal ini juga harus di ikuti dengan aranya keselarahan

antara tujuan dan sasaran Kementerian/Lembaga, dalam hal ini adalah

Kemnetrian Keuangan R.I dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Propinsi Jawa Timur serta BPKD Kabupaten Lumajang.

Telaah atas Renstra Kementerian Keuangan R.I dan BPKD Propinsi

Jawa Timur dan keselarasan dengan tujuan BPKD Kabupaten Lumajang,

sebagai berikut.

Kementerian Keuangan R.I BPKAD
Propinsi Jawa
Timur

BPKD Kabupaten
Lumajang

1. Terjaganya kesinambungan
Fskal;

2.Optimalisasi penerimaan
negara dan reformasi
administrasi perpajakan serta
reformasi kepabeanan dan
cukai;

3. Pembangunan sistem
Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang handal
untuk optimalisasi
penerimaan negara;

4. Peningkatan kualitas
perencanaan penganggaran,
pelaksanaan anggaran, dan
transfer ke daerah;

5. Peningkatan kualitas
pengelolaan kekayaan negara
dan pembiayaan anggaran;

6. Peningkatan pengawasan di
bidang kepabeanan dan cukai
serta perbatasan;

7. Kesinambungan reformasi
birokrasi, perbaikan
governance, dan penguatan
kelembagaan, dengan sasaran
:
a. organisasi yang Fit For

Purpose.
b. SDM yang kompetitif.
c. Sistem Informasi

Manajemen yang
terintegrasi.

Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan
dan aset
daerah
Propinsi Jawa
Timur.

Meningkatnya
kualitas
pengeloaan
Keuangan Daerah
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d. Peningkatan kepercayaan
publik terhadap
pengelolaan keuangan
kementerian

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah arahan kebijakan dan

strategi pemanfaatan ruang wilayah dijadikan acuan

untuk perencanaan jangka panjang. Sesuai Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), mengamanatkan

pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan

ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah

kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. RTRW kabupaten memuat tujuan,

kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten (penataan

kabupaten); rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola

ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan ketentuan pengendalian

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian

yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan

izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan

prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah,

serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen Rencana Strategis tidak

berkaitan langsung baik dengan RTRW maupun KLHS dikarenakan dilihat

dari fungsinya, BPKD Kabupaten Lumajang merupakan organisasi

perangkat daerah yang memiliki fungsi melaksanakan pengelolaan

keuangan daerah.
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3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.

1) Gambaran Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

Sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan

Daerah (BPKD) sebagai unsur staf selain melaksanakan tugas sebagai

SKPD, BPKD juga melaksanakan tugas lain, diantaranya :

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

b. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;

c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);

d. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjwaban

pelaksanaan APBD;

e. Mengesahkan DPA-SKPD;

f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan

APBD;

g. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

h. Memberikan petujuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran kas;

i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna

Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;

j. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) ;

Memperhatikan beberapa tugas tersebut, untuk menunjang

kelancaran pelaksanaannya BPKD memberikan fasilitasi dan pelayanan

kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang

mulai dari :

a. Perencanaan anggaran, antara lain penyusunan program dan

anggaran, penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran/Rencana Kerja

Perubahan dan Anggaran (RKA/RKPA), Dokumen Pelaksanaan

Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

(DPA/DPPA) ;

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan, antara lain penerbitan SPD, Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji dan tunjangan PNS,

pengecekan pembebanan rekening belanja dan ketersediaan dana ;
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c. Penyusunan laporan, meliputi penyusunan laporan keuangan daerah

selaku entitas pelaporan atas laporan keuangan BPKD selaku entitas

akuntansi.

2) Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis K/L

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah

perencanaan strategis yang bertujuan untuk membantu memberikan guide

line dan mengarahkan penyusunan program kegiatan dan anggaran yang

akan dilaksanakan oleh SKPD. Sasaran strategis jangka menengah Renstra

K/L adalah Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan

kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan

kelembagaan melalui Sistem informasi manajemen yang terintegrasi

3) Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis Kabupaten

Dalam rangka untuk mensinergikan perencanaan pembangunan

nasional dengan pembangunan daerah, maka diperlukan suatu media

yang dapat menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan

tersebut dan menjadi wadah untuk menampung kegiatan strategis dan

prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keterkaitan dan

sinergitas yang dapat disandingkan keselarasannya untuk mewujudkan

pembangunan nasioanal yang berkesimbungan. Dalam rangka sinkronisasi

perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah

penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat

pusat maupun daerah, dan salah satunya dengan menyusun isu-isu

strategis daerah beserta kegiatannya.

Isu-isu strategis/program prioritas daerah adalah, sasaran strategis

pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan untuk

mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah dalam jangka

waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan induk RPJMD dengan

spesifikasi, antara lain :

a. Merupakan bagian dari misi prioritas pembangunan daerah ;

b. Mempunyai keterkaitan dengan isu strategis nasional ;

c. Memiliki daya ungkit dengan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan

dasar ;

d. Merupakan kewenangan daerah secara keseluruhan atau sebagian ;

e. Memiliki lokasi dan sasaran yang jelas dan terukur.
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Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 16

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang,

mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan

keuangan dan barang daerah yang terintegrasi dengan perencanaan dan

penganggaran di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 melalui penyusunan

isu-isu strategis/program prioritas. Isu strategis/program prioritas SKPD

merupakan bagian dari pencapaian misi dan prioritas yang mempunyai

keterkaitan dengan isu strategis daerah dengan daya ungkit yang tinggi

untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, isu strategis/program prioritas

SKPD juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai penghubung

yang dapat mensinkronkan perencanaan program prioritas dan strategis

antara SKPD dengan program prioritas pemerintah daerah. Spesifikasi

isu-isu strategis SKPD - BPKD untuk memfasilitasi kelancaran

pelaksanaan program kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lumajang, antara lain

Tabel

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis/Program Prioritas

No Kriteria Bobot

1 Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
pencapaian sasaran RPJMD

30

2 Merupakan Tugas dan Tanggungjawab SKPD 20

3 Dampak yang ditimbulkan terhadap Publik/SKPD 15

4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 20

5 Kemungkinan atau Kemudahan untuk ditangani 15

Total 100
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Untuk menentukan nilai skala kriteria isu-isu strategis/program pada

suatu SKPD ditetapkan parameter penilaian dengan menggunakan skala

Linkert sebagai berikut :

1. Nilai 1 untuk skala tidak prioritas

2. Nilai 2 untuk skala kurang prioritas

3. Nilai 3 untuk skala cukup prioritas

4. Nilai 4 untuk skala prioritas

5. Nilai 5 untuk skala sangat prioritas
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Tabel

Nilai Skala Kriteria Program Prioritas

No
.

Isu Strategis/
Program &
Kegiatan
Prioritas

Nilai Skala Kriteria Ke
Total
Skor

Rata
Skor

1 2 3 4 5

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Koordinasi dan
penyusunan
Anggaran Daerah

100 80 90 100 75 445 89

2 Koordinasi dan
Pengelolaan
Perbendaharaan
Daerah

75 100 50 65 70 360 72

3 Koordinasi
Pelaksanaan
Akuntansi dan
pelaporan
Keuangan
Daerah

65 80 45 60 60 320 62

4 Penunjang
urusan
kewenangan
pengelolaan
keuangan daerah

60 70 40 50 60 280 56

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

5 Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

75 100 45 65 60 345 69

Dengan mendasari hasil perhitungan nilai skala kriteria tersebut,
dapat diketahui rata-rata skor masing-masing isu program prioritas yang
menunjukan urutan kegiatan prioritas sebagai berikut :

1. Koordinasi dan penyusunan Anggaran Daerah;
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah
5. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah BPKD
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, Bupati dan Wakil

Bupati Lumajang, dalam memecahkan permasalahan dan menangani isu

strategis yang dihadapi. Memperhatikan definisi tujuan, maka rumusan

tujuan Perubahan Renstra BPKD yang ditetapkan adalah “Meningkatkan

Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan  tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang, maka tujuan jangka menengah dalam periode 5

(lima) tahun ke depan adalah meningkatnya kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah dengan indikator opini BPK dengan target Wajar Tanpa

Pengecualian dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kategori

Perlu Perbaikan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasarannya yaitu

mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah

dengan 4 (empat) indikator sasaran jangka menengah yang akan di capai

antara lain :

a. Persentase ketepatan waktu Penyampaian Raperda APBD;

b. Persentase ketepatan waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD (P-

APBD);

c. Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK R.I; dan

d. Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda

Pertanggungjawaban APBD

Lebih detail tujuan dan sasaran Jangka Menengah BPKD dapat

dilihat pada tabel di halaman berikut :
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Tabel
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang

TUJUAN DAN SASARAN
FORMULA INDIKATOR SATUAN

TAHUN
DASAR
2018

TARGET TAHUN
KET

TUJUAN INDIKATOR SASARAN 2019 2020 2021 2022 2023

Meningkat
kan
kualitas
Pengelolaa
n
Keuangan
Daerah

1. Opini BPK

2. Indeks
Pengeloaan
Keuangan
Daerah”

Mempertahanka
n ketertiban
administrasi
pengelolaan
keuangan
daerah

% ketepatan waktu
Penyampaian
Raperda APBD

=

Jumlah waktu Riil
Penyusunan

Raperda APBD
X 100% % N/A 100% 100% 100% 100% 100% Bidang

AnggaranJumlah Waktu
Normal Penyusunan

Raperda APBD

* Jumlah waktu Normal  Penyusunan Raperda APBD 2 (dua)
bulan ( awal Agustus s/d Awal Oktober)= 62 hari

*Nilai > 100 % = Melebihi  waktu normal,penyusunan
Raperda APBD Tidak Tepat Waktu.)

*Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama dengan waktu normal,
penyusunan Raperda APBD Tepat Waktu.

% ketepatan waktu
Penyampaian

Raperda P-APBD
=

Jumlah waktu Riil
Penyusunan

Raperda Perubahan
APBD

X 100% % N/A 100% 100% 100% 100% 100% Bidang
AnggaranJumlah Waktu

Normal Penyusunan
Raperda Perubahan

APBD

* Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda P- APBD 1
bulan (awal minggu ke 2 agustus s/d minggu ke 2 oktober)
=  31 hari

*Nilai > 100 % = Melebihi  waktu normal, penyusunan
Raperda P-APBD Tidak Tepat Waktu.)

*Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama dengan waktu normal,
penyusunan Raperda P-APBD Tepat Waktu
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TUJUAN DAN SASARAN
FORMULA INDIKATOR SATUAN

TAHUN
DASAR
2018

TARGET TAHUN
KETTUJUAN INDIKATOR SASARAN 2019 2020 2021 2022 2023

% ketepatan waktu
Penyampaian

LKPD ke BPK R.I
=

Jumlah waktu riil
penyampaian LKPD

X 100% % N/A 100% 100% 100% 100% 100%

1. Bidang
Akuntansi

2. Bidang
Perbenda-
haraan

3. Bidang
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

4. Sekretariat

Jumlah waktu
normal

penyampaian LKPD

* Jumlah waktu normal penyampaian LKPD 3 bulan setelah
tahun anggaran berakhir (s/d 31 Maret) = 90 hari

*Nilai > 100 % = Melebihi waktu normal, penyampaian LKPD
Tidak Tepat Waktu

*Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama dengan waktu normal
penyampaian LKPD Tepat Waktu

% ketepatan waktu
penyampaian

Raperda
Pertanggungjawaba

n APBD

=

Jumlah waktu riil
penyusunan

Raperda
pertanggungjawaban

APBD
X 100% % N/A 100% 100% 100% 100% 100%

Bidang
Akuntansi

Jumlah waktu
normal penyusunan

Raperda
pertanggungjawaban

APBD
*Jumlah waktu normal penyusunan Raperda

Pertanggungjawaban APBD adalah 6 bulan setelah tahun
anggaran berakhir (180 hari)

*Nilai > 100 % = Melebihi dari waktu normal penyusunan
Raperda Pertanggungjawaban APBD Tidak
Tepat Waktu

*Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama dengan  waktu normal
penyusunan Raperda Pertanggungjawaban
APBD Tepat Waktu
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4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Prioritas dan sasaran pembangunan BPKD Kabupaten Lumajang

diselaraskan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati di dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lumajang Tahun 2018 – 2023, terutama  dalam upaya pencapaian misi

ke tiga yaitu Reformasi birokrasi  yang  efektif, profesional, akuntabel ,

dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar,

dan bersih (good and clean governance). Oleh karena itu sesuai dengan

tujuan 1 (satu) di dalam RPJMD yaitu Meningkatkan reformasi

birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka sasaran

pembangunan BPKD Kabupaten Lumajang adalah Mempertahankan

ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah.
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Salah satu tujuan di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun

2019-2023 yang berkaitan langsung dengan BPKD Kabupaten Lumajang

adalah meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan dengan sasaran meningkatnya kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah.

Berdasarkan analisis terhadap isu permasalahan  kualitas

pengelolaan  keuangan daerah yang belum optimal, permasalahannya

yaitu Penilaian BPK terkait kinerja keuangan dan aset daerah masih

kurang.

Akar masalah dari permasalahan tersebut di atas teridentifikasi

sebagai berikut :

Masalah Akar Masalah

Penilaian BPK terkait

kinerja keuangan dan aset

daerah masih kurang

1. Penyesuaian Kebijakan di Bidang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan

implementasinya

2. Belum optimalnya Implementasi

Sistem Informasi Penyusunan APBD.

3. Belum optimalnya Implementasi

Sistem Informasi Pemerintah Daerah

(SIPD)

4. Belum optimalnya tertib

penatausahaan keuangan daerah

5. Kurang optimalnya Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Berdasarkan isu-isu permasalahan sebagaimana di uraikan di atas

dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :
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5.1 Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan

ke dalam kebijakan-kebijakan. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk

mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan BPKD Kabupaten Lumajang

merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk

mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang selaras

dengan strategi dan kebijakan daerah di dalam RPJMD. Sesuai dengan

tujuan dan sasaran BPKD Kabupaten Lumajang, maka dirumusan strategi

dengan Mengoptimalkan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah.

5.2 Arah Kebijakan

Perumusan arah dan kebijakan BPKD Kabupaten Lumajang

berdasarkan strategi tersebut di atas sebagaimana tersaji pada tabel TC

26 berikut.

TC 26
Tujuan, Sasaran, Stategi, dan Kebijakan

Strategi Arah Kebijakan

Optimalkan Kinerja

Keuangan dan Aset

Daerah

1. a. Menyesuaikan dan mengimplementasikan

kebijakan di bidang pengelolaan keuangan

daerah sesuai dengan kebijakan yang berlaku:

 Melaksanakan komunikasi dan koordinasi

dengan Kementrian Dalam Negeri secara

intensif berkaitan dengan teknis

pengelolaan keuangan daerah.

 Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur di

Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Menyusun dan menyesuaikan  peraturan

kepala daerah dibidang pengelolaan

keuangan daerah sebagai pedoman teknis

sebagaimana didelegasikan oleh peraturan

perundang-undangan yg lebih tinggi

2. Mengoptimalkan Sistem Informasi Penyusunan

APBD, dengan :

a. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur di
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Strategi Arah Kebijakan

Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam

mengoperasional SIPD

b. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi

dengan Kementrian Dalam Negeri secara

intensif berkaitan dengan integrasi SIPD

dengan SIPKD efinance.

3. Mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintah

Daerah (SIPD), dengan :

a. Meningkatkan pemahaman dan koordinasi

antara Pemerintah Daerah dengan

Kementerian dalam Negeri serta SKPD dalam

penyusunan, penatausahaan dan pelaporan

keuangan, melalui dukungan ketersediaan

data dan informasi yang akurat, mutakhir

dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Meningkatan pembinaan dan monitoring

sebagai alat untuk membantu pelaksanaan

pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah

Daerah serta pengendalian dan evaluasi

secara hirarki agar menjamin sasaran dan

target tepat sasaran penyusunan pelaporan

keuangan.

c. Penguatan komitmen seluruh SKPD dalam

penyelesaian masalah-masalah dan

penyelesaian proses tindak lanjut atas

temuan BPK yang berpotensi mempengaruhi

opini WTP

d. Mengoptimalkan pemanfaatan IT dalam

penatausahaan dan penyusunan laporan

keuangan secara memadai, dengan

mengintegrasikan sistem aplikasi di lingkup

pemerintah daerah dengan SIPD untuk

kemudahan penyusunan laporan keuangan.
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Strategi Arah Kebijakan

e. Diterbitkannya kebijakan akuntansi

pemerintah daerah, sistem akuntansi

pemerintah daerah sesuai dengan perubahan

aturan perundang-undangan.

4. Penertiban Penatausahaan keuangan daerah

dengan:

a. Mengoptimalkan koordinasi dengan Pejabat

Pengelola Keuangan SKPD agar tertib dalam

melaksanakan program dan kegiatan sesuai

dengan jadwal yang direncanakan

b. Mengoptimalkan  Koordinasi, Fasilitasi,

Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring

dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan

dan Dana Transfer Lainnya

c. mengoptimalkan Implementasi

Penatausahaan BUD pada sistem informasi

5. Mengoptimalkan pengelolaan barang milik

daerah, dengan :

a. Mengoptimalkan perencanaan kebutuhan

barang milik daerah

b. Mengoptimalkan Penatausahaan barang

milik daerah

c. Mengoptimalkan pemanfaatan dan

pemindahtanganan barang milik daerah
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BAB  VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN  DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan, strategi dan arah kebijakan

serta sasaran yang telah di rumuskan, perlu disusun rumusan program yang

selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan disertai dengan indikator

kinerja yang terukur.

Rencana program/kegiatan dan sub kegiatan BPKD Kabupaten Lumajang

sebagai berikut :

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/ KOTA

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA–SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA –
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
DPA – SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA – SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/ Verifikasi
Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapan
Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran
SKPD

Administrasi
Barang Milik
Daerah pada

Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD
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Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
Penyediaan Bahan/Material
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
Pengadaan Aset Tak Berwujud

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
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Pemerintahan
Daerah

Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
Pemeliharaan Aset Tak
Berwujud
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Penataan
Organisasi

Pengelolaan Kelembagaan dan
Analisis Jabatan
Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah

PROGRAM
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Koordinasi dan
Penyusunan
Rencana Anggaran
Daerah

Koordinasi dan Penyusunan
KUA dan PPAS
Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS
Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi RKA-SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan RKA-
SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi DPA-SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan DPA-
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
APBD
Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan
APBD
Koordinasi dan Penyusunan
Regulasi serta Kebijakan
Bidang Anggaran
Koordinasi Perencanaan
Anggaran Pendapatan
Koordinasi Perencanaan
Anggaran Belanja Daerah
Koordinasi Perencanaan
Anggaran Pembiayaan
Pembinaan Penganggaran
Daerah Pemerintah
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Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Pengelolaan
Perbendaharaan
Daerah

Koordinasi dan Pengelolaan
Kas Daerah
Penyiapan, Pelaksanaan
Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD
Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)
Rekonsiliasi Data Penerimaan
dan Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan
Atas SP2D dengan Instansi
Terkait
Penyusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan
dan Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan
Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah
Rekonsiliasi dan Verifikasi
Aset,
Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan,
Pendapatan-LO dan Beban
Koordinasi Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan,
Triwulanan dan Semesteran
Konsolidasi Laporan Keuangan
SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
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tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi
dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
Penyusunan
Tanggapan/Tindak Lanjut
terhadap LHP BPK atas
Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Penyusunan Analisis Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Penyusunan Kebijakan dan
Panduan Teknis Operasional
Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah
Penyusunan Sistem dan
Prosedur Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Pembinaan Akuntansi,
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/Kota

Penunjang Urusan
Kewenangan
Pengelolaan
Keuangan Daera

Analisis Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembayaran
Cicilan
Pokok dan Bunga Pinjaman
Pemerintah Daerah
Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan Keuangan
Pengelolaan Dana Darurat dan
Mendesak
Pengelolaan Dana Bagi Hasil
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Data
dan Implementasi
Sistem Informasi
Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan
Daerah

Pembinaan Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Bidang
Keuangan Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

PROGRAM
PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH

Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Penyusunan Standar Harga
Penyusunan Standar Barang
Milik Daerah dan Standar
Kebutuhan Barang Milik
Daerah
Penyusunan Perencanaan
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Kebutuhan Barang Milik
Daerah
Penyusunan Kebijakan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Penatausahaan Barang Milik
Daerah
Inventarisasi Barang Milik
Daerah
Pengamanan Barang Milik
Daerah
Penilaian Barang Milik Daerah
Pengawasan dan Pengendalian
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan
Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka
Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah
Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah
Pembinaan Pengelolaan Barang
Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagaimana tersaji

pada tabel TC 27 di halaman berikut:
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Tebel TC-27

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2019 - 2023

Kode Program/Kegiatan Indikator

Capaian
awal

Tahun
Perenca

naan

2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Periode

Unit Kerja Lokasi
Capai

an Rp Capai
an Rp Target Rp Target Rp Taget Rp Taget Rp

01 PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase
pemenuhan fasilitasi
kebutuhan operasional
perkantoran

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

100% 52,951,398
,068

100% 71,331,519
,682

100% 58,246,537
,875

100% 182,529,455
,625

01.2.0
1

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Persentase fasilitasi
dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

100% 31,078,000 100% 40,750,000 100% 38,750,000 100% 110,578,000

01.2.0
1.01

Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

2
Doku
men

2,216,000 2
Doku
men

2,500,000 2
Doku
men

2,500,000 6
Doku
men

7,216,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
1.02

Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

4
Doku
men

7,555,000 4
Doku
men

10,000,000 4
Doku
men

8,000,000 12
Doku
men

25,555,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
1.03

Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

1
Doku
men

11,624,000 1
Doku
men

9,500,000 1
Doku
men

9,500,000 3
Doku
men

30,624,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang
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Kode Program/Kegiatan Indikator

Capaian
awal

Tahun
Perenca

naan

2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Periode

Unit Kerja Lokasi
Capai

an Rp Capai
an Rp Target Rp Target Rp Taget Rp Taget Rp

01.2.0
1.04

Koordinasi dan
Penyusunan
DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

1
Doku
men

4,520,000 1
Doku
men

4,000,000 1
Doku
men

4,000,000 3
Doku
men

12,520,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
1.05

Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

1
Doku
men

2,655,000 1
Doku
men

7,750,000 1
Doku
men

7,750,000 3
Doku
men

18,155,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
1.06

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

1
Doku
men

1,741,000 1
Doku
men

2,000,000 1
Doku
men

2,000,000 3
Doku
men

5,741,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
1.07

Evaluasi Kinerja
Perangkat
Daerah

Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

4
Lapora
n

767,000 4
Lapora
n

5,000,000 4
Lapora
n

5,000,000 12
Lapora
n

10,767,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang
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Kode Program/Kegiatan Indikator

Capaian
awal

Tahun
Perenca

naan

2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Periode

Unit Kerja Lokasi
Capai

an Rp Capai
an Rp Target Rp Target Rp Taget Rp Taget Rp

01.2.0
2

Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Persentase fasilitasi
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

100% 50,182,484
,778

100% 66,610,417
,682

100% 55,315,185
,875

100% 172,108,088
,335

01.2.0
2.01

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan
ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

582
Orang
/ 12
Bulan

49,379,223
,946

1085
Orang
/ 12
Bulan

65,544,167
,682

700
Orang
/12
Bulan

54,248,935
,875

2367
Orang
/12
Bulan

169,172,327,
503

Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
2.02

Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

12
Doku
men

627,648,83
2

12
Doku
men

860,000,00
0

12
Doku
men

860,000,00
0

36
Doku
men

2,347,648,83
2

Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
2.03

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan
SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

12
Doku
men

147,910,00
0

12
Doku
men

160,000,00
0

12
Doku
men

160,000,00
0

36
Doku
men

467,910,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
2.05

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun
SKPD

Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

6
Lapora
n

3,920,000 6
Lapora
n

4,500,000 6
Lapora
n

4,500,000 18
Lapora
n

12,920,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang
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Kode Program/Kegiatan Indikator

Capaian
awal

Tahun
Perenca

naan

2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Periode

Unit Kerja Lokasi
Capai

an Rp Capai
an Rp Target Rp Target Rp Taget Rp Taget Rp

01.2.0
2.06

Pengelolaan dan
Penyiapan
Bahan Tanggapan
Pemeriksaan

Jumlah Dokumen
Bahan Tanggapan
Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut
Pemeriksaan

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

2
Doku
men

22,314,000 2
Doku
men

33,000,000 2
Doku
men

33,000,000 6
Doku
men

88,314,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
2.07

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/S
emesteran
SKPD

Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/S
emesteran SKPD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

13
Lapora
n

1,468,000 13
Lapora
n

8,750,000 13
Lapora
n

8,750,000 39
Lapora
n

18,968,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
3

Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat
Daerah

Persentase fasilitasi
Administrasi BMD
Perangkat Daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

100% 2,568,000 100% 6,000,000 100% 6,000,000 100% 14,568,000

01.2.0
3.01

Penyusunan
Perencanaan
Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana
Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

0 - 2
Lapor
an

2,000,000 2
Lapor
an

2,000,000 4
Lapor
an

4,000,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
3.05

Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
pada SKPD

Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
pada SKPD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

0 - 2
Lapor
an

2,000,000 2
Lapor
an

2,000,000 4
Lapor
an

4,000,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang
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Kode Program/Kegiatan Indikator

Capaian
awal

Tahun
Perenca

naan

2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Periode

Unit Kerja Lokasi
Capai

an Rp Capai
an Rp Target Rp Target Rp Taget Rp Taget Rp

01.2.0
3.06

Penatausahaan Barang
Milik
Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada
SKPD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

12
Lapor
an

2,568,000 12
Lapor
an

2,000,000 12
Lapor
an

2,000,000 36
Lapor
an

6,568,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
5

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Persentase fasilitasi
Administrasi
Kepegawaian PD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

100% 152,840,00
0

100% 230,932,00
0

100% 184,682,00
0

100% 568,454,000

01.2.0
5.02

Pengadaan Pakaian
Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian
Dinas beserta Atribut
Kelengkapan

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

75
Paket

63,750,000 150
Paket

52,500,000 75
Paket

26,250,000 300
Paket

142,500,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
5.03

Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian

Jumlah Dokumen
Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

12
Doku
men

873,000 12
Doku
men

4,500,000 12
Doku
men

4,500,000 36
Doku
men

9,873,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
5.09

Pendidikan dan
Pelatihan
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan
Fungsi

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

5
Orang

88,217,000 10
Orang

90,000,000 7
Orang

70,000,000 22
Orang

248,217,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
5.10

Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

0 - 7
Orang

41,320,000 7
Orang

41,320,000 14
Orang

82,640,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang
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Kode Program/Kegiatan Indikator

Capaian
awal

Tahun
Perenca

naan

2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Periode

Unit Kerja Lokasi
Capai

an Rp Capai
an Rp Target Rp Target Rp Taget Rp Taget Rp

01.2.0
5.11

Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan
Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

0 - 8
Orang

42,612,000 8
Orang

42,612,000 16
Orang

85,224,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
6

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Persentase fasilitasi
Administrasi Umum PD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

100% 941,296,60
0

100% 1,592,420,
000

100% 1,259,420,
000

100% 3,793,136,6
00

01.2.0
6.01

Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan
Kantor

Jumlah Paket
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

7
Paket

7,565,100 7
Paket

15,000,000 7
Paket

15,000,000 21
Paket

37,565,100 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
6.04

Penyediaan Bahan
Logistik
Kantor

Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang
Disediakan

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

4
Paket

233,450,60
0

4
Paket

415,000,00
0

4
Paket

300,000,00
0

21
Paket

948,450,600 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
6.05

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan yang
disediakan

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

2
Paket

518,535,50
0

2
Paket

850,000,00
0

2
Paket

650,000,00
0

6
Paket

2,018,535,50
0

Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
6.06

Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan yang
disediakan

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

2
Doku
men

6,480,000 2
Doku
men

6,480,000 2
Doku
men

6,480,000 6
Doku
men

19,440,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang
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Kode Program/Kegiatan Indikator

Capaian
awal

Tahun
Perenca

naan

2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Periode

Unit Kerja Lokasi
Capai

an Rp Capai
an Rp Target Rp Target Rp Taget Rp Taget Rp

01.2.0
6.07

Penyediaan
Bahan/Material

Jumlah Paket Bahan/
Material yang
disediakan

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

3
Paket

6,546,400 3
Paket

9,000,000 3
Paket

9,000,000 9
Paket

24,546,400 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
6.08 Fasilitasi Kunjungan

Tamu

Jumlah Laporan
Fasilitasi Kunjungan
Tamu

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

12
Lapora
n

15,495,000 12
Lapora
n

40,500,000 12
Lapora
n

22,500,000 36
Lapora
n

78,495,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
6.09

Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

12
Lapora
n

143,934,00
0

12
Lapora
n

244,000,00
0

12
Lapora
n

244,000,00
0

36
Lapora
n

631,934,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
6.10

Penatausahaan Arsip
Dinamis
pada SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

2
Doku
men

8,360,000 2
Doku
men

5,000,000 2
Doku
men

5,000,000 6
Doku
men

18,360,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
6.11

Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD

Jumlah Dokumen
Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

4
Doku
men

930,000 4
Doku
men

7,440,000 4
Doku
men

7,440,000 4
Doku
men

15,810,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang
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Kode Program/Kegiatan Indikator

Capaian
awal

Tahun
Perenca

naan

2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Periode

Unit Kerja Lokasi
Capai

an Rp Capai
an Rp Target Rp Target Rp Taget Rp Taget Rp

01.2.0
7

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Persentase fasilitasi
pengadaan BMD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

100% 190,377,00
0

100% 1,500,000,
000

100% 250,000,00
0

100% 1,940,377,0
00

01.2.0
7.06

Pengadaan Peralatan
dan Mesin
Lainnya

Jumlah Unit Peralatan
dan Mesin Lainnya
yang Disediakan

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

6 Jenis 190,377,00
0

16
unit

1,150,000,
000

13
unit

250,000,00
0

35
unit

1,590,377,00
0

Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
7.08

Pengadaan Aset Tak
Berwujud

Jumlah unit Aset Tak
berwujud yang
disediakan

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

0 - 2
Aplika
si

350,000,00
0

0 - 2
Aplika
si

350,000,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
8

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Persentase fasilitasi
penyediaan jasa
penunjang operasional
kantor

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

100% 781,610,00
0

100% 800,000,00
0

100% 800,000,00
0

100% 2,381,610,0
00

01.2.0
8.01

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

12
Lapora
n

23,624,000 12
Lapora
n

35,000,000 12
Lapora
n

35,000,000 36
Lapora
n

93,624,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
8.02

Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air dan
Listrik

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

12
Lapora
n

413,652,00
0

12
Lapora
n

415,000,00
0

12
Lapora
n

415,000,00
0

37
Lapora
n

1,243,652,00
0

Sekretariat Kab.
Lumaj
ang
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Kode Program/Kegiatan Indikator

Capaian
awal

Tahun
Perenca

naan

2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Periode

Unit Kerja Lokasi
Capai

an Rp Capai
an Rp Target Rp Target Rp Taget Rp Taget Rp

01.2.0
8.04

Penyediaan Jasa
Pelayanan
Umum Kantor

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

12
Lapora
n

344,334,00
0

12
Lapora
n

350,000,00
0

12
Lapora
n

350,000,00
0

38
Lapora
n

1,044,334,00
0

Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
9

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Persentase fasilitasi
pemeliharaan BMD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

100% 667,121,69
0

100% 545,000,00
0

100% 386,500,00
0

100% 1,598,621,6
90

01.2.0
9.02

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan
Perizinan Kendaraan
Dinas
Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
atau Lapangan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

21
Unit

82,872,000 21
Unit

85,000,000 21
Unit

85,000,000 63
Unit

252,872,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
9.06

Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
dipelihara

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

10
Jenis

70,750,000 10
Jenis

80,000,000 10
Jenis

121,500,00
0

30
Jenis

272,250,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
9.08

Pemeliharaan Aset Tak
Berwujud

Jumlah Aset Tak
Berwujud yang
Dipelihara

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

3
Aplika
si

513,499,69
0

2
Aplika
si

180,000,00
0

2
Aplika
si

180,000,00
0

7
Aplika
si

873,499,690 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.0
9.09

Pemeliharaan/Rehabili
tasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilita
si

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

- 1 Unit 200,000,00
0

0 - 1 Unit 200,000,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang
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01.2.1
3

Penataan Organisasi Persentase fasilitasi
penataan organisasi

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

100% 2,022,000 100% 6,000,000 100% 6,000,000 100% 14,022,000

01.2.1
3.01

Pengelolaan
Kelembagaan   dan
Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen
Pengelolaan
Kelembagaan dan
Analisis Jabatan

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

- 1
Doku
men

2,000,000 1
Doku
men

2,000,000 2
Doku
men

4,000,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.1
3.03

Peningkatan Kinerja
dan
Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen
Peningkatan Kinerja
dan Reformasi
Birokrasi

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

1
Doku
men

912,000 1
Doku
men

2,000,000 1
Doku
men

2,000,000 3
Doku
men

4,912,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

01.2.1
3.05

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Kinerja
Pemerintah
Daerah

Jumlah Dokumen
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah
Daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

1
Doku
men

1,110,000 1
Doku
men

2,000,000 1
Doku
men

2,000,000 3
Doku
men

5,110,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

02 PROGRAM
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Persentase ketetapan
waktu penyusunan
Raperda APBD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

100% 846,923,63
5

100% 1,329,182,
000

100% 1,329,182,
000

100% 3,505,287,6
35

Bidang
Anggaran

Persentase ketetapan
waktu penyusunan
Raperda Perubahan
APBD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

100% 170,930,44
5

100% 356,065,00
0

100% 356,065,00
0

100% 883,060,445 Bidang
Anggaran

Persentase  ketetapan
waktu Laporan
Penatausahaan BUD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

100% 390,180,65
1,836

100% 415,848,92
2,605

100% 415,848,92
2,605

100% 1,221,878,4
97,046

Bidang
Perbendah
araan
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Prosentase ketetapan
waktu penyusunan
LKPD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

100% 429,643,22
0

100% 708,200,00
0

100% 708,200,00
0

100% 1,846,043,2
20

Bidang
Akuntansi

02.2.0
1

Koordinasi dan
Penyusunan Rencana
Anggaran
Daerah

Prosentase ketetapan
waktu penyusunan
Anggaran SKPD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

100% 1,017,854,
080

100% 1,685,247,
000

100% 1,685,247,
000

100% 4,388,348,0
80

Bidang
Anggaran

02.2.0
1.01

Koordinasi dan
Penyusunan
KUA dan PPAS

Jumlah Dokumen KUA
dan PPAS yang
Disusun

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

2
doku
men

27,148,020 2
doku
men

42,364,000 2
doku
men

42,364,000 6
doku
men

111,876,020 Bidang
Anggaran

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
1.02

Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

Jumlah Dokumen
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS yang
Disusun

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

2
doku
men

26,972,570 2
doku
men

42,364,000 2
doku
men

42,364,000 6
doku
men

111,700,570 Bidang
Anggaran

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
1.03

Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi RKA-SKPD

Jumlah RKA-SKPD yang
Diverifikasi

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

5
doku
men

114,680,00
0

5
doku
men

319,548,00
0

5
doku
men

319,548,00
0

15
doku
men

753,776,000 Bidang
Anggaran

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
1.04

Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan
RKA-SKPD

Jumlah Perubahan
RKA-SKPD yang
Diverifikasi

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

2
doku
men

23,200,000 2
doku
men

144,401,00
0

2
doku
men

144,401,00
0

6
doku
men

312,002,000 Bidang
Anggaran

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
1.05

Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi DPA-SKPD

Jumlah DPA- SKPD
yang Diverifikasi

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

4
doku
men

74,301,660 4
doku
men

78,470,000 4
doku
men

78,470,000 12
doku
men

231,241,660 Bidang
Anggaran

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
1.06

Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan
DPA-SKPD

Jumlah Perubahan
DPA-SKPD yang
Diverifikasi

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

2
doku
men

33,074,550 2
doku
men

54,000,000 2
doku
men

54,000,000 6
doku
men

141,074,550 Bidang
Anggaran

Kab.
Lumaj
ang
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02.2.0
1.07

Koordinasi dan
Penyusunan
Peraturan Daerah
tentang APBD
dan Peraturan Kepala
Daerah
tentang Penjabaran
APBD

Jumlah Peraturan
Daerah tentang APBD
dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran
APBD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

5
Doku
men

133,729,68
0

5
Doku
men

154,000,00
0

5
Doku
men

154,000,00
0

15
Doku
men

441,729,680 Bidang
Anggaran

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
1.08

Koordinasi dan
Penyusunan
Peraturan Daerah
tentang
Perubahan APBD dan
Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD

Jumlah Peraturan
Daerah tentang
Perubahan
APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

2
Doku
men

87,683,325 2
Doku
men

115,300,00
0

2
Doku
men

115,300,00
0

6
Doku
men

318,283,325 Bidang
Anggaran

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
1.09

Koordinasi dan
Penyusunan
Regulasi serta
Kebijakan Bidang
Anggaran

Jumlah Dokumen
Regulasi serta
Kebijakan
Bidang Anggaran

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

2
Doku
men

49,351,275 2
Doku
men

99,800,000 2
Doku
men

99,800,000 6
Doku
men

248,951,275 Bidang
Anggaran

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
1.10

Koordinasi
Perencanaan
Anggaran Pendapatan

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi
Perencanaan
Anggaran Pendapatan

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

12
Doku
men

405,563,00
0

12
Doku
men

473,000,00
0

12
Doku
men

473,000,00
0

36
Doku
men

1,351,563,00
0

Bidang
Anggaran

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
1.11

Koordinasi
Perencanaan
Anggaran Belanja
Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi
Perencanaan
Anggaran Belanja
Daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

12
Doku
men

25,350,000 12
Doku
men

58,000,000 12
Doku
men

58,000,000 36
Doku
men

141,350,000 Bidang
Anggaran

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
1.12

Koordinasi
Perencanaan
Anggaran Pembiayaan

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi
Perencanaan
Anggaran Pembiayaan

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

5
Doku
men

4,500,000 5
Doku
men

7,500,000 5
Doku
men

7,500,000 15
Doku
men

19,500,000 Bidang
Anggaran

Kab.
Lumaj
ang
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02.2.0
1.13

Pembinaan
Penganggaran Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Penganggaran Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

100
Orang

12,300,000 100
Orang
(7 Kali)

96,500,000 100
Orang
(7 Kali)

96,500,000 300
Orang
(7 Kali)

205,300,000 Bidang
Anggaran

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
2

Koordinasi dan
Pengelolaan
Perbendaharaan
Daerah

Prosentase ketepatan
waktu laporan
penatausahaan
Keuangan SKPD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

100% 342,873,25
0

100% 459,050,00
0

100% 459,050,00
0

100% 1,260,973,2
50

02.2.0
2.01

Koordinasi dan
Pengelolaan Kas
Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Pengelolaan Kas
Daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

18.00
0
Doku
men

147,078,00
0

18.00
0
Doku
men

150,000,00
0

18.00
0
Doku
men

150,000,00
0

54.00
0
Doku
men

447,078,000 Bidang
Perbendah
araan

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
2.03

Penyiapan,
Pelaksanaan
Pengendalian dan
Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD

Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran
Kas dan SPD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

4
Doku
men

5,103,000 4
Doku
men

7,100,000 4
Doku
men

7,100,000 12
Doku
men

19,303,000 Bidang
Perbendah
araan

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
2.05

Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi,
Monitoring dan
Evaluasi
Pengelolaan Dana
Perimbangan
dan Dana Transfer
Lainnya

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring,
dan Evaluasi
Pengelolaan Dana
Perimbangan dan
Dana Transfer Lainnya

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

127
Doku
men

84,745,000 127
Doku
men

108,700,00
0

127
Doku
men

108,700,00
0

1381
Doku
men

302,145,000 Bidang
Perbendah
araan

Kab.
Lumaj
ang
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02.2.0
2.07

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Realisasi
Penerimaan
dan Pengeluaran Kas
Daerah,
Laporan Aliran Kas,
dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemoton
gan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

Jumlah Laporan
Realisasi Penerimaan
dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas,
dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemoto
ngan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) dan
Laporan Hasil
Koordinasi dalam
rangka
Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan
dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas,
dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemoto
ngan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

27
Lapor
an

66,808,000 27
Lapor
an

108,000,00
0

27
Lapor
an

108,000,00
0

81
Lapor
an

282,808,000 Bidang
Perbendah
araan

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
2.09

Rekonsiliasi Data
Penerimaan
dan Pengeluaran Kas
serta
Pemungutan dan
Pemotongan
Atas SP2D dengan
Instansi
Terkait

Jumlah Dokumen Hasil
Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan
Pemotongan atas
SP2D dengan Instansi
Terkait

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

10
Doku
men

1,658,000 10
Doku
men

33,250,000 10
Doku
men

33,250,000 30
Doku
men

68,158,000 Bidang
Perbendah
araan

Kab.
Lumaj
ang
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02.2.0
2.10

Penyusunan Petunjuk
Teknis
Administrasi Keuangan
yang
Berkaitan dengan
Penerimaan
dan Pengeluaran Kas
serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban
Sub
Kegiatan

Jumlah Petunjuk
Teknis Administrasi
Keuangan yang
Berkaitan dengan
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban
Sub Kegiatan

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

1
Doku
men

34,281,250 1
Doku
men

32,000,000 1
Doku
men

32,000,000 3
Doku
men

98,281,250 Bidang
Perbendah
araan

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
2.11

Pembinaan
Penatausahaan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Penatausahaan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

190
Orang

3,200,000 190
Orang

20,000,000 190
Orang

20,000,000 190
Orang

43,200,000 Bidang
Perbendah
araan

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
3

Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan Daerah

Prosentase ketepatan
waktu Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
SKPD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

100% 394,588,22
0

100% 648,200,00
0

100% 648,200,00
0

100% 1,690,988,2
20

02.2.0
3.01

Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
dan Pelaporan
Keuangan Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Koordinasi
Pelaksanaan
Akuntansi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas
Daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

1
Lapor
an

81,089,720 1
Lapor
an

100,000,00
0

1
Lapor
an

100,000,00
0

3
Lapor
an

281,089,720 Bidang
Akuntansi
dan
Pelaporan

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
3.02

Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan,
Pendapatan-LO dan
Beban

Jumlah Dokumen Hasil
Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan,
Pendapatan-LO, dan
Beban

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

1.212
Doku
men

89,000,000 1.212
Doku
men

90,000,000 1.212
Doku
men

90,000,000 3.636
Doku
men

269,000,000 Bidang
Akuntansi
dan
Pelaporan

Kab.
Lumaj
ang
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02.2.0
3.03

Koordinasi
Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan
dan Semesteran

Jumlah Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan
dan Semesteran

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

0 - 3
Lapora
n

8,500,000 3
Lapora
n

8,500,000 6
Lapora
n

17,000,000 Bidang
Akuntansi
dan
Pelaporan

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
3.04

Konsolidasi Laporan
Keuangan
SKPD, BLUD dan
Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah

Jumlah Laporan
Keuangan SKPD, BLUD
dan Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah yang
Terkonsolidasi

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

1
Lapora
n

85,412,000 1
Lapora
n

145,000,00
0

1
Lapora
n

145,000,00
0

3
Lapora
n

375,412,000 Bidang
Akuntansi
dan
Pelaporan

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
3.05

Koordinasi dan
Penyusunan
Rancangan Peraturan
Daerah
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi dan
Rancangan Peraturan
Kepala
Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Jumlah Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

1
Doku
men

55,236,500 1
Doku
men

87,000,000 1
Doku
men

87,000,000 3
Doku
men

229,236,500 Bidang
Akuntansi
dan
Pelaporan

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
3.06

Penyusunan
Tanggapan/Tindak
Lanjut terhadap LHP
BPK atas Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen
Tanggapan/Tindak
Lanjut Terhadap LHP
BPK atas Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

- - 1
Doku
men

4,200,000 1
Doku
men

4,200,000 2
Doku
men

8,400,000 Bidang
Akuntansi
dan
Pelaporan

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
3.08

Penyusunan Analisis
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Hasil
Analisis Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

1
Doku
men

8,510,000 1
Doku
men

13,500,000 1
Doku
men

13,500,000 3
Doku
men

35,510,000 Bidang
Akuntansi
dan
Pelaporan

Kab.
Lumaj
ang



Perubahan Renstra BPKD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023  | 87

Kode Program/Kegiatan Indikator

Capaian
awal

Tahun
Perenca

naan

2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Periode

Unit Kerja Lokasi
Capai

an Rp Capai
an Rp Target Rp Target Rp Taget Rp Taget Rp

02.2.0
3.09

Penyusunan Kebijakan
dan
Panduan Teknis
Operasional
Penyelenggaraan
Akuntansi
Pemerintah Daerah

Jumlah Kebijakan dan
Panduan Teknis
Operasional
Penyelenggaraan
Akuntansi Pemerintah
Daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

1
Doku
men

30,857,000 1
Doku
men

200,000,00
0

1
Doku
men

200,000,00
0

3
Doku
men

430,857,000 Bidang
Akuntansi
dan
Pelaporan

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
3.10

Penyusunan Sistem
dan
Prosedur Akuntansi
dan
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Jumlah Sistem dan
Prosedur Akuntansi
dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah
Daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

1
Doku
men

25,403,000 - 0 - 0 1
Doku
men

25,403,000 Bidang
Akuntansi
dan
Pelaporan

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
3.11

Pembinaan Akuntansi,
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Akuntansi, Pelaporan
dan
Pertanggungjawaban
Pemerintah
Kabupaten/Kota

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

225
Orang

19,080,000 0 - 435
Orang

- 660
Orang

19,080,000 Bidang
Akuntansi
dan
Pelaporan

Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
4

Penunjang Urusan
Kewenangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Prosentase penyaluran
dana Penunjang
Urusan Kewenangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

100% 389,837,77
8,586

100% 415,389,87
2,605

100% 415,389,87
2,605

100% 1,220,617,5
23,796

02.2.0
4.04

Analisis Perencanaan
dan
Pelaksanaan
Pembayaran Cicilan
Pokok dan Bunga
Pinjaman
Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Analisis Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pembayaran Cicilan
Pokok dan Bunga
Pinjaman Pemerintah
Daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

12
Lapor
an

1,251,861,
110

12
Lapor
an

11,307,962
,972

12
Lapor
an

11,307,962
,972

36
Lapor
an

23,867,787,0
54

Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
4.08

Analisis Perencanaan
dan
Penyaluran Bantuan
Keuangan

Jumlah Laporan Hasil
Analisis Perencanaan
dan Penyaluran
Bantuan Keuangan

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

12
Lapora
n

352,861,87
5,582

12
Lapora
n

345,608,87
7,360

12
Lapora
n

345,608,87
7,360

36
Lapora
n

1,044,079,63
0,302

Sekretariat Kab.
Lumaj
ang
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Kode Program/Kegiatan Indikator

Capaian
awal

Tahun
Perenca

naan

2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Periode

Unit Kerja Lokasi
Capai

an Rp Capai
an Rp Target Rp Target Rp Taget Rp Taget Rp

02.2.0
4.09

Pengelolaan Dana
Darurat dan
Mendesak

Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Dana
Darurat dan Mendesak

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

12
Lapora
n

28,160,182
,081

12
Lapora
n

51,202,739
,077

12
Lapora
n

51,202,739
,077

36
Lapora
n

130,565,660,
235

Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
4.10

Pengelolaan Dana Bagi
Hasil
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Dana bagi
Hasil Kabupaten/ Kota

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

2
Lapora
n

7,563,859,
813

2
Lapora
n

7,270,293,
196

2
Lapora
n

7,270,293,
196

6
Lapora
n

22,104,446,2
05

Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

02.2.0
5

Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem
Informasi
Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan
Daerah

Prosentase Pembinaan
Sistem Informasi
Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan
yang terintegrasi

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

100% 35,055,000 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 155,055,000

02.2.0
5.03

Pembinaan Sistem
Informasi
Pemerintah Daerah
Bidang
Keuangan Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah Bidang
Keuangan
Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

330
Orang

35,055,000 330
Orang

60,000,000 330
Orang

60,000,000 990
Orang

155,055,000 Sekretariat Kab.
Lumaj
ang

03 PROGRAM
PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH

Persentase Ketepatan
Waktu Laporan Barang
Milik Daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

100% 764,022,45
0

100% 1,236,800,
000

100% 1,236,800,
000

100% 3,237,622,4
50

03.2.0
1

Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Prosentase ketepatan
waktu penyusunan
Laporan Barang Milik
Daerah SKPD

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

100% 764,022,45
0

100% 1,236,800,
000

100% 1,236,800,
000

100% 3,237,622,4
50

03.2.0
1.01

Penyusunan Standar
Harga

Jumlah Standar Harga
yang disusun

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

1
Doku
men

31,422,200 1
Doku
men

75,000,000 1
Doku
men

75,000,000 3
Doku
men

181,422,200 Bidang
BMD

Kab.
Lumaj
ang
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Kode Program/Kegiatan Indikator

Capaian
awal

Tahun
Perenca

naan

2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Periode

Unit Kerja Lokasi
Capai

an Rp Capai
an Rp Target Rp Target Rp Taget Rp Taget Rp

03.2.0
1.02

Penyusunan Standar
Barang
Milik Daerah dan
Standar
Kebutuhan Barang
Milik Daerah

Jumlah Standar
Barang Milik Daerah
dan Standar
Kebutuhan   Barang
Milik Daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

1
Doku
men

7,190,000 1
Doku
men

10,000,000 1
Doku
men

10,000,000 3
Doku
men

27,190,000 Bidang
BMD

Kab.
Lumaj
ang

03.2.0
1.03

Penyusunan
Perencanaan
Kebutuhan Barang
Milik Daerah

Jumlah Rencana
Kebutuhan Barang
Milik Daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

2
Doku
men

18,751,600 2
Doku
men

26,000,000 2
Doku
men

26,000,000 6
Doku
men

70,751,600 Bidang
BMD

Kab.
Lumaj
ang

03.2.0
1.04

Penyusunan Kebijakan
Pengelolaan Barang
Milik
Daerah

Jumlah Kebijakan
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

1
Doku
men

3,050,000 1
Doku
men

7,150,000 1
Doku
men

7,150,000 3
Doku
men

17,350,000 Bidang
BMD

Kab.
Lumaj
ang

03.2.0
1.05

Penatausahaan Barang
Milik
Daerah

Jumlah Laporan
Penatausahaan
Barang Milik Daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

1
Lapor
an

9,738,500 1
Lapor
an

10,000,000 1
Lapor
an

10,000,000 3
Lapor
an

29,738,500 Bidang
BMD

Kab.
Lumaj
ang

03.2.0
1.06

Inventarisasi Barang
Milik Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Inventarisasi (LHI)
Barang Milik Daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

0 - 0 - 1
Lapora
n

- 1
Lapora
n

- Bidang
BMD

Kab.
Lumaj
ang

03.2.0
1.07

Pengamanan Barang
Milik
Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Pengamanan Barang
Milik Daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

300
Lapor
an

557,848,90
0

300
Lapor
an

898,328,00
0

300
Lapor
an

898,328,00
0

900
Lapor
an

2,354,504,90
0

Bidang
BMD

Kab.
Lumaj
ang

03.2.0
1.08

Penilaian Barang Milik
Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Penilaian Barang Milik
Daerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian
Barang Milik Daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

1
Lapor
an

5,304,000 1
Lapor
an

6,012,000 1
Lapor
an

6,012,000 3
Lapor
an

17,328,000 Bidang
BMD

Kab.
Lumaj
ang

03.2.0
1.09

Pengawasan dan
Pengendalian
Pengelolaan Barang
Milik
Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan dan
Pengendalian
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

1
Lapor
an

5,150,000 1
Lapor
an

13,310,000 1
Lapor
an

13,310,000 3
Lapor
an

31,770,000 Bidang
BMD

Kab.
Lumaj
ang
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Kode Program/Kegiatan Indikator

Capaian
awal

Tahun
Perenca

naan

2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Periode

Unit Kerja Lokasi
Capai

an Rp Capai
an Rp Target Rp Target Rp Taget Rp Taget Rp

03.2.0
1.10

Optimalisasi
Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan
Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen hasil
Optimalisasi
Penggunaan,
pemanfaatan,
pemindahtanganan,
pemusnahan dan
penghapusan barang
milik daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

25
Doku
men

72,180,750 25
Doku
men

128,700,00
0

25
Doku
men

128,700,00
0

75
Doku
men

329,580,750 Bidang
BMD

Kab.
Lumaj
ang

03.2.0
1.11

Rekonsiliasi dalam
rangka
Penyusunan Laporan
Barang
Milik Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Rekonsiliasi dalam
rangka penyusunan
Laporan Barang Milik
Daerah

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

3
Lapor
an

17,366,600 3
Lapor
an

18,100,000 3
Lapor
an

18,100,000 9
Lapor
an

53,566,600 Bidang
BMD

Kab.
Lumaj
ang

03.2.0
1.12

Penyusunan Laporan
Barang
Milik Daerah

Jumlah Laporan
Barang Milik Daerah
yang disusun

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

1
Lapora
n

27,259,900 1
Lapora
n

27,100,000 1
Lapora
n

27,100,000 3
Lapora
n

81,459,900 Bidang
BMD

Kab.
Lumaj
ang

03.2.0
1.13

Pembinaan
Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Jumlah orang yang
mengikuti pembinaan
Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Pemerintah
Kabupaten

N/A N/A N/
A

N/A N/
A

30
orang

8,760,000 30
orang

17,100,000 30
orang

17,100,000 90
orang

42,960,000 Bidang
BMD

Kab.
Lumaj
ang
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang adalah untuk menjaga konsistensi dan

kesinambungan antara visi, misi tujuan dan sasaran dengan rencana

strategis orgaisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada Perubahan RPJMD

Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dengan indikator kinerja, antara

lain :

1. Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD.

2. Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda Perubahan APBD

3. Persentase ketepatan waktu penyampaian LKPD ke BPK RI;

4. Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Review Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan

RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukan

kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang kurun waktu masa Jabatan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Lumajang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang, pada

bidang pengelolaan keuangan daerah. Tujuan Perubahan Renstra Badan

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang adalah meningkatnya

kualitas pengeloaan keuangan pemerintah daerah dengan indikator

tujuan opini BPK – RI dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun

sasaran Renstra  Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang

adalah mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan

daerah dan Indikator Sasaran sebagai berikut :
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No. Indikator

Kondisi
Kinerja pada
Periode Awal

RPJMD

Target Capaian Pada Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir

periode RPJMD2019 2020 2021 2022 2023

TUJUAN :

1 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

2 Indeks Pengelolaan Keuangan
Daerah N/A N/A N/A Perlu

Perbaikan
Perlu

Perbaikan
Perlu

Perbaikan Perlu Perbaikan

SASARAN :

1 Persentase Ketepatan Waktu
Penyampaian Raperda APBD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2
Persentase Ketepatan Waktu
Penyampaian Raperda Perubahan
APBD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3
Persentase Ketepatan Waktu
Penyampaian LKPD kepada BPK-
RI

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4
Persentase Ketepatan Waktu
Penyampaian Raperda
Pertanggungjawaban APBD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Renstra BPKD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023

merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk 5 (lima)

tahun yang disusun sebagai tindaklanjut atas pelaksanaan Perubahan

RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, yang secara umum

memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program, kegiatan

dan tolok ukur kinerja BPKD Kabupaten Lumajang yang akan dicapai,

untuk digunakan sebagai pedoman serta arah dan kebijakan dalam

mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui pelaksanaan

Misi ke 3 (tiga) yaitu “Reformasi birokrasi  yang  efektif, profesional,

akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,

benar, dan bersih (good and clean governance) dengan tujuan

meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

dengan sasaran utama meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah

yang di jabarkan ke dalam 3 (tiga) Program dengan 15 (Lima belas)

Kegiatan, dan 89 (delapan puluh sembilan) sub kegiatan.

Rencana Strategis BPKD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023,

menjadi pedoman dalam :

1. Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan program kegiatan prioritas setiap

tahun;

2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja

Perubahan dan Anggaran (RKPA) ;

3. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

4. Menyusun SAKIP sebagai evaluasi atas capaian kinerja selama satu

tahun.

Perubahan Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang perlu

dilakukan evaluasi pelaksanaanya setiap tahun, sehingga Perubahan

Renstra BPKD tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel, responsif dan adaptif

terhadap perubahan dan perkembangan jaman sejalan dengan

perubahan-perubahan kebijakan pemerintah, perubahan regulasi
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maupun perubahan-perubahan perekonomian dalam skala global,

nasional maupun regional.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra BPKD perlu adanya

komitmen yang tinggi dari seluruh stakholder di lingkungan BPKD untuk

dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara

konsisten sehingga dapat mendukung pencapaian Visi Pemerintah Daerah

yaitu “Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur

dan Bermartabat”.
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